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PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11
Komplek Perkantoran Gunung Kembang

Kabupaten Sarolangun

DAFTAR INDUK SOP KEPANITERAAN PERDATA

NO

NAMA SOP

KETERANGAN

SOP

YANG DISEMPURNAKAN:

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN SECARA
MANUAL

W5.U9/02/S0P/1479/2022

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN
MEDIASI BERHASIL

W5.U9/02/S0OP/1480/2022

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN
MEDIASI GAGAL

W5.U9/02/S0P/1481/2022

4 | SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA W5.U9/02/S0P/1482/2022
SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA KASASI MEMENUHI

5 W5.U9/02/S0P/1483/2022
SYARAT FORMIL

6 | SOP PERMOHONAN KONSIGNASI (PENGADAAN TANAH) W5.U9/02/S0OP/1484/2022

7 | SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL W5.U9/02/SOP/1485/2022
SOP PERMOHONAN EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

8 W5.U9/02/S0P/1486/2022
DAN HAK TANGGUNGAN

9 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PERDATA UMUM W5.U9/02/S0P/1487/2022

10 | SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PERDATA W5.U9/02/S0P/1488/2022
SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

11 W5.U9/02/S0OP/1489/2022

PERDATA

12

SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA

W5.U9/02/S0P/1494/2022




NO

NAMA SOP

KETERANGAN

SOP

YANG BARU:

SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT)

W5.U9/02/S0P/1495/2022

SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN

2 W5.U9/02/S0P/1496/2022
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) MEDIASI BERHASIL
SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/BANTAHAN/PERLAWANAN

3 W5.U9/02/S0P/1497/2022
SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) MEDIASI GAGAL
SOP PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SECARA

4 W5.U9/02/SOP/1498/2022
ELEKTRONIK (E-COURT)

5 | SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA PERDATA W5.U9/02/S0P/1499/2022
SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA PERDATA SECARA

6 W5.U9/02/SOP/1500/2022
ELEKTRONIK (E-COURT) TK PERTAMA
SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN

7 W5.U9/02/SOP/1501/2022
ALASAN KEKELIRUAN/ KEKHILAFAN YANG NYATA
SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN KEMBALI DENGAN

8 W5.U9/02/SOP/1502/2022

ALASAN ADANYA NOVUM




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1479/2022
TGL. PEMBUATAN | 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
N
IANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang PERMOHONAN SECARA MANUAL
Kabupaten Sarolangun
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) [/
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nemor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas.

11.Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
R.I 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan

Reformasi  Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

14. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2005

Tentang Pengangkatan Anak.

15.Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

16.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

17.Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/D32/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJUfSKfHM02.3/2/2018 tentang  Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

19.Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan, Pengendalian,
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2. Strata2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

bl

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Register Induk Perkara Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS KA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |MEJA IMEJA IL SIR MUD | TERA HS/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
. Checklist
ida ditanda
. - Berkas 2
I:Ienenma Permohenan 1lam |t@NGaNI
ermohonan - Checklist oleh
petugas
L PTSP
Meneliti - Berkas Berkas
kelengkapan Permohonan 1Jam |Permohona
berkas perkara - Checklist n lengkap
Va N Jumlah
Menghitung [ y | ) ls,:r::;g:r Risye panjar
panjar biaya 1Jam |biaya
| - Berkas
perkara Permohonan perkara
diketahui
r Lembar
:’;S‘h':”at LI penghitungan 1Jam |SKUM
panjar biaya
perkara
- Slip setor dari
Menerima bukti ] L& I E:INkﬁ  SIPP Memperole
setor Bank dari i Buli uJim 2l 1Jam |h nomor
Pemohon Keuangan perkara
- Buku Kas Bantu
- Buku ekspedisi
v penyetoran PNBP
I —I PNBP/Buku disetor
Memungut dan Induk HHK AT tepat waktu
menyetor PNBP - Buku Jurnal Tanda
Keuangan terima
Perkara penyetoran
- Buku Kas Bantu
Menginput - Berkas
biaya perkara v Permohonan Biaya
ke aplikasi - Slip Setoran perkara
SIPP dan Panjar Biaya 1 Jam tercatat
mencatat Perkara dari pada Buku
dalam Buku Bank Jurnal
Jurnal - Nomor perkara Keuangan
Keuangan - SIPP
Menginput Data
A
g:;z ‘;TJ’I’;‘:;; | | - SIPP perkara
- Berkas perkara tercatat
SIPP dan Buku Register 1Jam dalam
mencatat pada | ) Pu U neg .
_ 'ermohonan register
Buku Register sl
Induk H
Memeriksa &
el ] s
- Berkas perkara 1Jam |perkara
sebelum | lengkap
diserahkan ke
KPN/ WKPN
A 4
Penetapan Penetapan
Hakim melalui I_ - i!rﬁf 3 hari | Majelis
SIpp | | Hakim
+ Penetapan
Penunjukan: I Penunjukan
- Panitera Panitera
Pengganti - SIPP 3 hari Pengganti
- Jurusita - ATK dan
Pengganti Jurusita/Jur
melalui SIPP uSita
Pengganti
Mencatat
penetapan ;
Hakim dan PP ! z:z?mn]::i"n
serta
Jurusita/ISP ke | - Register ?Ej;rtt:ﬂs
dalam Buku - Berkas Perkara 1Jam P tecatat
Register dan - ATK Kedalam
menyerahkan buku
berkas perkara register
ke Hakim/
Majelis Hakim -
Menetapkan enetapan
hari sadgng | iITF;(P 3 hari | Hari Sidang
melalui SIPP el | Pertama
Menerima * - Berkas perkara
berkas perkara | - p_znetapan hari =
dari Hakim dan sidang erkas
menyampaikan - - ATK 13am 1 Giterima
penetapan - Ekspedisi
kepada =




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PAN | PANI PERSYARATAN/
MUD | TERA S/ ISP PERLENGKAPAN QUTRUT
Jurusita/JspP
untuk
memangail
Pemohon
Menerima
Qenetapan hari _SIPP
sidarg. - Salinan Pemanggila
Membeat. dun Permohonan n sudal?lg
15 | meyampalian I - Penetapan Hari dilaksanaka
relass Sidani n
panggilan ATK 9
kepada para 3
pihak
Menginput
Relaas
Panggilan ke < SIPP terisi
dalam SIPP ~heeE Foglan dan tanda
dan I ggggni:n terima
16 |menyerahkan - penyerahan
Relaas i g;";(: ekspedisl relaas
Panggilan ) ATK
kepada )
Panitera
Pengganti
Sidang
Pemeriksaan - Berkas Perkara - Berita
17 perkara dan - Komputer Acara
Pengucapan - SIPP Sidang
Penetapan/ - ATK - Putusan
Putusan [
v - Berkas Perkara Berkas
- SIPP sudah
18 [Minutasi ! - Checklist terminutasi
- Komputer dengan
- ATK baik
Menyerahkan
berkas perkara - Berkas perkara BA
yang sudah - Checklist h
19 |BHT ke kelengkapan Eenyera art
e Panmud
Panmud berkas Hukum
Hukum untuk - Buku ekspedisi
diarsipkan




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1480/2022
TGL. PEMBUATAN | 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
b
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 11 | NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA
Kabupaten Sarolangun ELEKTRONIK (E-COURT) — MEDIASI
BERHASIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang | 1. SOP Kepaniteraan Hukum
Kekuasaan Kehakiman. 2. SOP Keuangan Perkara

2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang | 3. SOP Minutasi
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2

tahun 1986 tentang Peradilan Umum. PERINGATAN/ CATATAN

3. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / Jik Pini - 0
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg). t;d:ksgka:,négggtg‘f:zgzks;kmaka asas peradilan cepat

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Feaenmaan Nedare Bukan Pajale KUALIFIKAST PELAKSANA
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang 1. Strata3

Bea Meterai. : -
6. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi | 2 Strata 2

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan | 3- Stratal

Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang | 4 SMU Sederajat

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi | PERALATAN/ PERLENGKAPAN

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 1. Alat tulis kantor (ATK).

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding
pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 tahun

Pengadilan. 2.  Komputer
7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor | 3. Printer
2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di 4. Aplikasi SIPP
5.
6.

2019 Tentang Administrasi Perkara Dan | PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Register elektronik

9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/032/SK/1V/2006 tentang
Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan.

15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo.
Surat  Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor
77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 486/DIU/HM.02.3/4/2021 Hal:
Pengawasan, Pengendalian, Penyelesaian Minutasi
dan Pemberkasan Perkara.




PELAKSANA MUTU BAKU -
MAJE
PAN | PANI PERSYARATAN/

MO 1. AXTIVITAS KASIR| Mub | TERA LS WA| WKPN | PERLENGKAPAN OUTEUY
Menerima - Berkas Gugatan/ m&
el Tk Baptaan tangani

1 Bantahany Perlawanan oleh
Perlawanan secara elektronik petugas
melalui E- - Checklist penx
Court
Meneliti

. Berka:
kelengkapan v g::gf] ;’.EnL}gatan; Pe:m oshona

2 ggrﬂ;:?a dan Perlawanan n lengkap
melakukan secara elektronik Nomor

idasi - Checkiist Perkara
validasi panjar
— PE_fka"a -Berkas Gugatan/
sl Ya Bantahan/
Nomor
Perkara pada Perlawanan ) Perkara
SipP d secara elektronik

3 all Bukti ter- )
Register Induk -Pembayaran registrasi

secara elektronik

- Checkiist
Menerima ;lg:;: E::!;?s:dlsu PNBP
dan menyetor disetor
Penerimaan | Eﬁiﬁ&uku Induk tepat

4 Negara Bukan o) ; el
Pajak (PNBP) -Buku Jurna Tanda

g::gnrgan terima
- Buku Kas Bantu penyHamn
-Berkas Gugatan/
tb:i:;‘racatzgkara Bantahan/ Biaya
ke dalgm Perlawanan perkara
buku jurnal , -Slip Setoran tercatat
3 keuari] an Panjar Biaya pada Buku
* Perkara dari Bank Jurnal
-Nomor perkara Keuangan
- SIPP
Data
ta
r;r::a ;:;;a -SIPP perkara
Register -Berkas perkara tercatat
6 P:rgkara - Buku Register dalam
Permohonan register
perkara
Penetapan
Penetqpan - SIPP Penunjuka

7 (Fen - ATK n Majelis
Majelis Hakim i
melalui SIPP e
Penunjukan: Penunjuka
Panitera I r g
Pengganti :
Jurusita - SIPP Pengganti

8 ' - ATK dan
s Jurusita/
melalui SIPP il

Pengganti

tPenunjuka
Ment:atat n Majelis
et el Hakim dan
Majelis Hakim i
o FfP , Jurusita/JS
Jurusita/ISP - Register o

g K2 dotam - Berkas Perkara i
Buku Register - ATK st
dan 2
menyerahkan '_frt;gnl(sj;ef
il terima
perkara ke s
Majelis Hakim e
Menetapkan . SIPP leta

i si | Hari Sidang

10 | hari sidang - ATK bl
melalui SIPP
Menerima
berkas
perkara dari
Majelis Hakim i 5
dan - perka

i E tapan hari
menyampaika Ei?ir;?]g pan hari Berias
1 E i - ATK diterima
epada i
JurusitaflSP - Eksped
untuk
memanggil
Para Pihak




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
AKTIVITAS | PTSP |MEJA IMEJAII TOR KASIR MUD | TERA JS/isP| PP LIKS;:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
Menerima
Egze;%;;n '\/ Pemanggila
g9 - SIPP n
E:nmanggll - e-Court elektronik
ggugat :
melalui e- - Salinan Gugatan sudah
- Penetapan Hari terkirim.
12 Summons, Sid 7 P i
membuat dan icang : Hari |'cmandglia
menyampaika - Relaas panggilan n manual
n relass kepada Tergugat S'Tlda_h
panggilan - ATK diterima
kepada oleh
Tergugat Tergugat.
Mengunggah
dan - Relaas panggilan Rlﬂaagl
menyerahkan yang telah panggrian
relaas dijalankan terunggah
: - 1 |pada SIPP
13 |panggilan - Buku ekspedisi Jam |dan tanda
Tergugat - SIPP g
Kepada - Komputer terima
Penitera - ATK penyeraha
Penaganti n relaas
Sidang Berita
pertama - Berkas Perkara Acara
i - Komputer 7 g'dg'g .
- SIpp hari d:n ma
- ATK Penunjuka
n Mediator
Pelaksanaan - Komputer 3p |L@poran
15 |Mediasi - SIPP hari hasil
- ATK mediasi
Majelis hakim - Berkas Perkara
mempelajari - Laporan hasil
kesepakatan mediasi 2 Konsep
16 | perdamaian | - SIPP g putusan
- e-Court perdamaia
- Komputer n
- ATK
Majelis hakim - SIPP Penetapan
menetapkan 3 |hari sidang
e hari sidang ) :gr;mter hari | pembacaan
s putusan
Membuat dan Pemanggila
meyampaikan n
relaas - SIPP elektronik
panggilan - e-Court sudah
18 kepada para - Penetapan Hari 7 |terkirim.
pihak melalui Sidang hari |Pemanggila
E-Court dan - ATK n manual
diinput pada sudah
SIPP diterima
oleh pihak.
Mengunggah Relaas
dan : panggilan
menyerahkan - Relaas panggilan terunggah
yang telah
relaas dijalankan 1 pada SIPP
19 | panggilan dan tanda
Tergugat il - Jam | torima
- Buku ekspedisi
Kepada _ATK penyeraha
Penitera n relaas
Pengganti
Sidang Putusan
pengucapan ) Ezﬁpszger sgdah
20 putusan _SIpp 14 |diucapkan
perdamaian hari | Berita
- e-Court Aca
- ATK @
Sidang
Penandatanga -Putusan yang Putusan
nan Putusan belum di tanda yang sudah
secara manual tangani 1 ditanda
21 |oleh Majelis -Komputer Jars tangani
Hakim dan -SIPP oleh Hakim
Panitera -e-Court secara
Pengganti - ATK manual
Menginput Tanggal,
tanggal, amar amar
putusan dan - Putusan putusan
2 e-doc putusan - Komputer 1 dan e-doc
pada SIPP dan - SIPP Jam |putusan
Direktori - ATK sudah
Putusan terinput
pada SIPP




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | PTSP |MEJA TMEIA 11 MEPIA| kagir | PAN | PANI |0 1on pp LIIII'SA-I‘-& KPN/ | PERSYARATAN/ \yryriy outpuT KT
TOR MUD | TERA / KIM WHKPN | PERLENGKAPAN
dan
Direktori
Putusan
Naskah
Putusan '\ ) kah P
diunggah ke 'ng“ 2 " ihusan Putusan
e-Court =ROTPREET 1 |sudah
42 -SIPF Jam |terunggah
| medo di e.Court
- ATK
Melakukan
Verifikasi
antara naskah -Naskah Putusan
Putusan Tidak terunggah
terunggah b4 -Putusan yang
dengan ditanda tangani 0 Putusan
23 |Putusan yang / secara manual o telah
telah ditanda -Komputer terverifikasi
tangani secara -SIPP
manual oleh Ya -e-Court
Hakim dan - ATK
Panitera
Pengganti
Menandatang v
g:'tusfa[:an -Putusan yang Salinan
telah terverifikasi putusan
steam, -Komputer 1 telah
= |ekmnlk SIPP Jam |ditandatan
-e-Court gani
- ATK
Menginput Tanggal,
tanggal, amar amar
putusan dan putusan
e-doc putusan dan e-doc
pada SIPP dan y i Eutusal:  |putusan
25 | Direktori [ ] oo Jam | sudah
Putusan ATK M | terinput
pada SIPP
dan
Direktori
Putusan
Minutasi v - Berkas Perkara Berkas
- SIPP 14 sudah
26 - Checklist Hari terminutasi
- Komputer dengan
- ATK baik
Menyerahkan
berkas - Berkas perkara BA
perkara yang v - Checklist 3 penyeraha
27 |sudah BHT ke kelengkapan . |nke
Panmud D berkas Hard Panmud
Hukum untuk - Buku ekspedisi Hukum
diarsipkan

*1

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari




NOMOR S0P WS5.U9/02/SOP/1481/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
‘_/*7
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
Komplek Perkantoran Gunung Kembang BANTAHAN/ PERLAWANAN SECARA
Kabupaten Sarolangun ELEKTRONIK (E-COURT) — MEDIASI
GAGAL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
128/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata 2
3. Strata 1
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

RGN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |MEJA I MEJA II TOR KASIR MUD | TERA s/ ISP PP LIK&‘; :A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima - Berkas Gugatan/ ﬁf’cgﬁst
Gugatan / Bantahan/ t; nda
1 |Bantahan/ Perlawanan 1Jam I“r?a“'
Perlawanan secara elektronik e
melalui E-Court - Checklist pehigas
PTSP
Meneliti Berkas
kelengkapan - Berkas Gugatan/ Permohon
berkas perkara Bantahan/ an
2 Perlawanan 1 Jam
dan melakukan : lengkap
validasi panjar secara glektromk Nosis
: - Checklist
biaya perkara Perkara
-Berkas Gugatan/
Bantahan/
Memberi Nomor Perlawanan perka
3 Perkara pada secara elektronik 1 Jam teerr- e
SIPP dan -Bukti i
Register Induk Pembayaran registrasi
secara elektronik
- Checkiist
-Buku ekspedisi PNBP
- penyetoran disetor
ﬁ‘;ﬂe”ma oan PNBP/Buku Induk tepat
yetor HHK waktu
4 :enenmaan -Buku Jurnal Liam Tanda
egara Bukan ;
Pajak (PNBP) Keuangan terima
Perkara penyetora
- Buku Kas Bantu n
-Berkas Gugatan/
Bantahan/ Biaya
Mencatat biaya Perlawanan perkara
5 perkara ke -Slip Setoran 1 Jam tercatat
dalam buku Panjar Biaya pada Buku
jurnal keuangan Perkara dari Bank Jurnal
-Nomor perkara Keuangan
- SIFP
Data
-SIPP perkara
. Mencatat data -Berkas perkara tercatat
perkara pada . 1 Jam
Register Perkara - Buku Register dalam
Permohonan register
perkara
Penetapan Penetapan
7 penunjukan - SIPP 3 hari penunjuka
Majelis Hakim - ATK n Majelis
melalui SIPP Hakim
Penetapan
Penunjukan: Penunjuka
- Panitera n Panitera
Pengganti - SIPP . |Pengganti
i Jurusita - ATK 2hant dan
Pengganti Jurusita/
melalui SIPP Jurusita
Pengganti
Mencatat t Penunjuka
penetapan n Majelis
penunjukan Hakim dan
Majelis Hakim PP serta
dan PP serta ; Jurusita/1s
o |Jurusita/ise ke e vio | i [PtecHat
dalam Buku . ATK kedalam
Register dan buku
menyerahkan register
berkas perkara Tanda
ke Majelis terima
Hakim berkas
Menetapkan hari Pengia pan
10 |sidang melalui cah 7 hari H.a"
SIPP - ATK Sidang
Pertama
Menerima berkas
perkara dari
Majelis Hakim - Berkas perkara
dan - penetapan hari
menyampaikan sidang Berkas
i penetapan - ATK Lem diterima
kepada - Ekspedisi
Jurusita/ISP
untuk memanggil
Para Pihak




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS MAJE
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |MEJA IMEJAIL TOR KASIR MUD | TERA S/ ISP, PP LIKSI:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima Pemanggil
penetapan hari - SIPP an
sidang, - e-Court elektronik
Memanggil - Salinan Gugatan sudah
Penggugat - Penetapan Hari terkirim.
12 | melalui e- Sidang Pemanggil
Summons, - Relaas panggilan an manual
membuat dan kepada Tergugat sudah
menyampaikan - ATK diterima
relaas panggilan oleh
kepada Tergugat Tergugat.
Mengunggah - Relaas panggilan Relaas_
dan telah panggilan
yang terunggah
menyerahkan dijalankan d S?PP
13 |relaas panggilan - Buku ekspedisi za ata d
Tergugat - SIPP tap A
Kepada Penitera - Komputer pegn?:raha
Pengganti - ATK h relaas
Berita
- Berkas Perkara Acxa
: - Komputer Sldang
14 |Sidang pertama - SIPP Pertama
- ATK aan
Penunjuka
n Mediator
r Pelaksanaan - Komputer Lap_oran
Mediasi - SIPP hasrl‘ )
- ATK mediasi
- Court
calendar
- Berkas Perkara sudah di
- Laporan hasil tandatan
Persidangan mediasi gan
16 |setelah mediasi - SIPP - Persetuju
gagal - e-Court an
- Komputer elitigasi
- ATK - Berita
Acara
Sidang
Putusan
Penandatangana -Putusan yang yang
n Putusan belum di tanda sudah
secara manual tangani ditanda
17 |oleh Majelis -Komputer tangani
Hakim dan -SIPP oleh
Panitera -e-Court Hakim
Pengganti - ATK secara
manual
-Naskah Putusan
Naskah Putusan -Komputer z;j;;';an
18 |diunggah ke e- -SIPP terunggah
Court -e-Court bt
- ATK
Melakukan
Verifikasi antara -Naskah Putusan
naskah Putusan terunggah
terunggah -Putusan yang
dengan Putusan ditanda tangani ;l::fan
19 |yang telah secara manual terverifika
ditanda tangani -Komputer 2
Si
secara manual -SIPP
oleh Hakim dan -e-Court
Panitera - ATK
Pengganti
Menandatangani Salinan
Salinan Putusan -Putusan yang putusan
secara telah terverifikasi telah
20 elektronik dan -Komputer ditandatan
mengirimkan -SIPP gani dan
kepada para -e-Court terkirim
pihak secara - ATK kepada
elektronik para pihak
Tanggal
putusan,
Menginput amar
tanggal, amar :zl;::;i?er putusan
putusan dan e- _SIPP dan e-doc
21 |doc putusag e B putusar:
pada SIPP dan : terinpu
Direktori DEEton Psan pada SIPP
Putusan dan
Direktori
Putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MAJE KET
MEDIA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP |MEJA I MEJA IL TOR KASIR MUD | TERA s/ ISP, PP Ll'g[:k WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Semua
gﬁ;:as Perkara data pada
22 |Minutasi -Checklist 14 hari | K00
-Komputer
I ATK sudah
- terinput
Menyerahkan E—— ”
berkas perkara :
ang sudah BHT -Checklist penyeraha
£ {e I-?anmud kelengkapan 3har |nke
Hukum untuk berkas B Panmud
diarsipkan - Buku ekspedisi Hukum

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1  Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari
*2  Mediasi tidak wajib dilaksanakan terhadap perkara-perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang
*3 Persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1482/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/‘J"'/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
Kabupaten Sarolangun PERDATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
Peradilan Ulangan.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1947 tentang

tentang

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

2
3.
4

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

At o il

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1
2.
3.
4

Aplikasi SIPP

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding

Buku Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA II1 KASIR 15/ 1sp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima Tidak - Permohonan Berkas
permohonan upaya < - Surat Kuasa permohonan
1 |[hukum banding khusus jika ada 1Jam |banding
- Pemberitahuan
] Putusan jika ada
Memeriksa dan - Berkas Berkas
meneliti permohonan permohonan
2 kelengkapan berkas banding 1 Jam banding
permohonan Ya - Checklist lengkap
banding berikut - SIPP
waktu pengajuan - ATK
Menghitung . - SK Penetapan Jumlah
besarnya panjar Panjar Biaya panjar biaya
biaya perkara Perkara banding
4 | banding dan - Berkas 1 Jam |diketahui
menerbitkan SKUM permohonan
banding lengkap
- Blanko SKUM
Menerima slip s J : Bukti setor
5 |setoran I:j - E:’niztgﬁl‘mm"k 1Jam |panjar biaya
perkara
Menginput pada - SIPP Biaya perkara
SIPP dan mencatat - Bukti setor tercatat pada
pada Buku Jurnal z panjar biaya SIPP dan
Keuangan Ej perkara Buku jurnal
6 - Buku jurnal 1Jam |keuangan
keuangan perkara
perkara
- Buku kas bantu
- ATK
Membuat konsep v ] - SIPP Konsep Akta
akta permohonan —. Tidak - Formulir/Templat Permohonan ‘
7 | banding I:'_l"' e akta 1Jam |Banding
permohonan
banding
Meneliti dan [ - Berkas Konsep Akta
membubuhkan \ Permohonan Permohonan
8 paraf pada konsep Banding 1 Jam Banding yang
akta permohonan Ya - Akta sudah diparaf
banding permohonan
banding
Menandatangani ¥ - Akta Akta
akta permohonan permohonan permohonan
9 |banding banding yang 1Jam |banding
telah diparaf ditandatanga
- ATK ni
Menginput Pemohonan
permohonan A 4 SIPP banding
banding pada i sudah
1o |@plikasi SIPP dan o €9 L Jam | tercatat pada
mencatat pada - akta bandin register dan
Register Induk i g SIPP
serta Register
Banding
Membuat konsep Konsep relaas
12 |relaas EFI e 13am | pemberitahua
pemberitahuan n
Mengeluarkan : - Surat Tugas Tanda terima
biaya v - Konsep relaas biaya
pemberitahuan dan Ej pemberitahuan panggilan
13 |menginput dalam - Buku Jurnal 1 3am
SIPP serta keuangan
mencatat pada perkara
buku jurnal - SIPP
keuangan - ATK
Pemberitahuan y ; Relaas
kepada Terbanding E] = Aktﬁ;lst;andmg pemberitahua
14 ) E"' n 2 hari | n banding *1
- Relas
pemberitahuan telah
dijalankan
Menerima Memori
memori banding h 4 banding dan
dan softcopy serta - Memori banding softcopy
15 | membuat Akta - Softcopy memori | 1 jam
penerimaan Memori banding
Banding dari SIPP
Menginput data h 4 - Memori Banding Memori
penerimaan Memori I l - Softcopy Memori Banding dan
16 Banding ke SIPP Banding 1 jam softcopy
dan mencatat buku 6 - Register
Register Induk dan - ATK
Register Banding _J

R



PELAKSANA MUTU BAKU
NQ AKTIVITAS PISP | MEJAIIL | KASIR | 15/3SP | PANMUD | PANITERA | PERSTARATANS | wayy| outeur | KET
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - SIPP biaya
pada SIPP dan - Relas pemberitahua
17 | mencatat pada pemberitahuan 1Jam |n
jurnal keuangan memori yang
belum dijalankan
- ATK
Menyerahkan v - Memori Banding Relaas
Memaori Banding - Relaas penyerahan
18 kepada Termohon penyerahan 2 Hari Memori -
Banding Memori Banding ! Banding telah
yang belum dijalankan
dijalankan
Menginp:t tanggal - Ap:ikasi SIPP Tercatatnya
penyerahan Memori v - Relaas tanggal
Banding ke SIPP dan l_ pemberitahuan Penyer_ahan
19 mencatat_dalam _] penyer_ahan ) 1Jam Memc_m
Buku Register Memori Banding Banding
Banding - Buku Register dalam SIPP
Permohonan dan Register
Banding Banding
Menerima dan v - Kontra Memori Memori
membuat Akta E:I Banding Banding dan
20 |Penerimaan - Softcopy Kontra 1 jam [softcopy
Kontra Memori Memori Banding
Banding
Menginput data Sipp Akta
Memori Banding ke i - penerimaan
SIPP dan mencatat v . ?:;:kReglster Kontra
buku Register . Memori
Induk dan Register L1 - Bulul Reglster Banding
21 Bandi Permohonan 1 Jam :
nding banding Register SIPP
- Softcopy Kontra dar! buku
; ; register
Memori Banding
- ATK sudah
tercatat
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - Relas biaya
pada SIPP dan . pemberitahuan pemberitahua
g7 |mencatat pada kontra memori n Kontra
jurnal keuangan yang belum 1Jam |Memori
dijalankan Banding
- ATK
- SIPP
Penyerahan Kontra . Relaas
Memori Banding - Kontra Memori Penyerahan
23 | kepada pemochon Banding 2 Hari |Kontra *
banding - ATK Memori telah
dijalankan
Menginput tanggal - SIPP Tercatatnya
Penyerahan Kontra - Relaas tanggal
Memori Banding ke . Pemberitahuan Penyerahan
24 | SIPP dan mencatat Kontra Memori 1Jam |Kontra
dalam Register Banding Memori
Induk dan Register - ATK Banding
Banding
Membuat konsep v Konsep relaas
relaas pemberitahua
25 | pemberitahuan Ej - i“T;?t tugas 1Jam |n
memeriksa berkas .
perkara (inzage)
Menginput biaya - Surat Tugas Tanda terima
pemberitahuan - Konsep relaas biaya
pada SIPP dan E‘j pemberitahuan pemberitahua
mencatat pada inzage n
26 | jurnal keuangan - Buku Jurnal 1Jam
keuangan
perkara
- SIPP
- ATK
Pemberitahuan dan L 4 Relaas
27 pelaksanaan inzage - Relas 14 | pemberitahua 1
kepada para pihak pemberitahuan Hari | ninzage telah
, dijalankan
Menyusun dan - Berkas perkara Konsep surat
membuat Surat (bundel A dan pengantar
28 |Pengantar bundel B) 2 Jam |pengiriman
Pengiriman berkas - ATK berkas
banding banding
Menandatangani A 4 Surat
Surat Pengantar | | = Konam sur pengantar
i pengantar T
29 Pengl_rrman berigs pengiriman 1 Jam; [PERGTIMaN
Banding setelah berkas Banding yang sudah
diparaf Panmud ditandatanga
- ATK :
Perdata ni




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/
PTSP MEJA III KASIR 15/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Menginput tanggal Data telah
dan nomor Surat terinput di
Pengantar di SIPP, ~Eenas gerkary SIPP dan
(bundel A & ;
mencatat pada bundel B) tercatat di
30 |Register Induk dan Siirak pAAGARERF 1Jam |register serta
Register Banding ATK peng tanda bukti
serta mengirim pengiriman
berkas ke
Pengadilan Tinggi
Arsip berkas - Dokumen Arsip
perkara banding di elektronik tersimpan
simpan di arsip - Akta-akta sebagai arsip
3 akif - Memori dan 1Jam 12\ di
Kontra Memori Kepaniteraan
Banding Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal pemberitahuan secara delegasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

*1




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1483/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

//éE:::::;
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA
Kabupaten Sarolangun KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11,

12.

13.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang MNomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang MNomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung R.I 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung R.I Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen
Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. S0P Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Stratal

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan
Dokumen pendukung

omawN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Aplikasi SIPP

Direktori Putusan

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Kasasi

Buku Jurnal Keuangan Perkara

A T pa e




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR 1S/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Permohonan
i -Surat Kuasa Berkas
Mene 2
1 p em;:'; Erlmn Kasasi (—I? khusus jika ada 1Jam |permohonan
-Pemberitahuan Kasasi
Putusan jika ada
y _— Berkas
Memeriksa jf- = -Berkash pe(rjm}:] hgn?q
2 |kelengkapan berkas peamononan 1Jam |SUc@ d'te.m
permohonan Kasasi -Checklist dan checklist
-ATK sudah di
paraf
-SIPP
Y -Kelengkapan
Meneliti berkas berkas perkara Berkas
3 permohonan Kasasi -Checklist 1 j5i permohonan
berikut tengang kelengkapan Kasasi
waktu pengajuan Ya berkas yang lengkap
sudah di paraf
oleh petugas
A4 -SK Penetapan
Menghitung Panjar Biaya
4 besarnya panjar I:j Perkara 13 Jua:_[arhbi
biaya perkara dan -Berkas Ay g?k }taah iaya
menerbitkan SKUM permohonan etahu
lengkap
: . Bukti setor
-Menerima bukti : :
| | -Slip setoran Bank panjar biaya
5 gznmzi‘;f;i:naa“k -Blanko SKUM 3.l perkara dan
SKUM
Data perkara
Menginput biaya L o :uc_lahm pada
erinp
perkara ke SIPP Ej -ge;ka;pe_r;a:a SIPP dan
6 |dan mencatat ke ‘I Ud "'k egiste 1Jam |tercatat pada
Buku Jurnal Bn k” Regist Buku Register
Keuangan -K:s:si GORIER Induk dan
Register
Kasasi
-Buku ekspedisi
y penyetoran PNBP/ PNBP disetor
Buku Induk HHK tepat waktu
7 | MemclorPaeR -Buku Jurnal 1 1am Tanda terima
Keuangan Perkara penyetoran
-Buku Kas Bantu
Menginput data Data perkara
permohonan Kasasi h 4 sudah
pada SIPP dan !: | -gtl:::as s terinput pada
8 |mencatat pada Bk Rgﬁster 1Jam |SIPP dan
Buku Register -Inud:r-lk g tercatat pada
Induk serta Buku Register
Register Kasasi Induk
Membuat konsep < . Konsep akta
9 |akta permohonan L Tidak iﬁf 1Jam |permohonan
Kasasi E,_I‘ i Kasasi
Meneliti dan -Konsep akta Konsep Akta
10 memberi paraf permohonan 1Jam permohonan
konsep akta Kasasi Kasasi sudah
permohonan Kasasi -ATK diparaf
-Konsep akta
Ya perrno};onan Al
Menandatangani F3635 Vs permohonan
11 |akta permohonan g yang 1 Jam |Kasasi sudah
Kasasi ;lllg; di paraf di
ATK tandatangan
Menugaskan A4
Jurusita/ Jurusita E:l -Formulir surat
Pengganti untuk tugas
12 melakukan -Memori Kasasi Ll | SotTugas
pemberitahuan -ATK
Kasasi
-Mengeluarkan -Buku ekspedisi ﬁfgﬁs\[:rl::ttsr
biaya penyetoran PNBP/ _Ta%ada
pemberitahuan A Buku Induk HHK ernia
-Menyetor PNBP -Buku Jurnal
: : penyetoran
13 -Menginput biaya Keuangan Perkara 1Jam |-PNBP dan
pemberitahuan dan -Buku Kas Bantu biaya
PNBP pada SIPP -SIPP pemberitahu
dan mencatat pada -Surat Tugas
; ; an sudah
Buku Jurnal Jurusita/ Jurusita terinput dan
Keuangan Pengganti tercatat




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR Jsf ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
Melakukan
: -Surat Tugas Relaas
14 |Pemberitatmian -Akta permohonan | 7 Hari | pemberitahua
Kasasi kepada Kasasi P—
Termohon asasi n kasasi
-Memori Kasasi Tanda terima
15 Menerima memori -Softcopy memori LTt penerimaan
Kassasi Kasasi memaori
-ATK Kasasi
-Melakukan input Penerimaan
penerimaan h 4 -Memori Kasasi memori
memori Kasasi E | -Tanda terima Kasasi sudah
16 | pada SIPP penerimaan 1Jam |terinput pada
-Mencatat pada memori Kasasi SIPP serta
Buku Register -ATK tercatat pada
Induk dan Kasasi register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita Memori Kasasi
Pengganti untuk A 4 -Form lir Surat
17 | melakukan I::I -Tu a: 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan Aﬂg(
memori Kasasi %
kepada Termohon
-E‘:engeruarkan -Buku ekspedisi -PNBP disetor
aya nyetoran PNBP/ Lepat Yok
pemberitahuan pevy -Tanda
: j Buku Induk HHK ;
memori Kasasi Y Buku Jurnal terima
-Menyetor PNBP Ej z penyetoran
: i Keuangan Perkara
18 |-Menginput biaya Buku Kas Bantu 1Jam |-PNBP dan
pemberitahuan dan -SIUPP biaya
PNBP pada SIPP ‘Surat Tutes pemberitahu
dan mencatat pada : Jiudits ngurusita an sudah
Buku Jurnal banaaant terinput dan
Keuangan nggan tercatat
Melakukan
pemberitahuan dan ¥ -Surat Tugas Relaas
19 |penyerahan -Relaas 3 Hari | pemberitahua
memori Kasasi -Memori Kasasi n
kepada Termohon
A 4 i
memori Kasasi ke l::l penmt;;lhta::‘uan memori
gy [P memori Kasasi | 1 Jam | 25251 sudan
-Mencatat tanggal SIpP terinput pada
penyerahan :Bukur icter SIPP serta
memori Kasasi ATK €9 tercatat pada
pada register 7 register
Y -Kontra memori Tazgzr:g;:a
21 Menerima kontra Kasasi 17am E;m
memori Kasasi -Softcopy Kontra Mt
Memori Kasasi Kasasi
-Menginput -Kontra Memori :sgterr;maan
penerimaan kontra A Kasasi S
memori Kasasi j -Tanda terima 4
: Kasasi sudah
22 | pada SIPP penerimaan 1Jam :
; terinput pada
-Mencatat pada kontra memori
; # SIPP serta
Buku Register Kasasi tercatat pad
Induk dan Kasasi -ATK tika paca
register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita A
f:é:gg::nha::;”k I_L1 -Formulir surat
23 : tugas 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan _ATK
kontra memori
Kasasi kepada
Pemohon
-Mengeluarkan ] )
biaya -Buku ekspedisi PNBP disetor
; tepat waktu
pemberitahuan penyetoran PNBP/ Tanda
kontra memori y Buku Induk HHK terima
Kasasi -Buku Jurnal
penyetoran
24 -Menyetor PNBP Keuangan Perkara 1Jam |-PNBP dan
-Menginput biaya -Buku Kas Bantu biaya
pemberitahuan dan -SIPP pemberitahu
PNBP pada SIPP -Surat Tugas
- : an sudah
dan mencatat pada Jurusita/ Jurusita tarnnE d
Buku Jurnal Pengganti conpLt gan
tercatat

Keuangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR Js/ isp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
Pemberitahua
Melaksanakan n dan
pemberitahuan dan -gulrat Thgax penyerahan
25 |penyerahan kontra _Kgnat?: M ; 3 Hari |kontra
memori Kasasi -Ka - emon memari
kepada Pemohon aal Kasasi sudah
dilaksanakan
-Menginput tanggal -Relaas Tanggalh
penyerahan kontra v pemberitahuan Egnty;era an
memori Kasasi ke E:I penyerahan m:mgn'
56 | PR kontra memori | 4 3., | Kasasi sudah
-Mencatat tanggal Kasasi tennut pad
penyerahan kontra -SIPP Stinpppu n|:;a A
memori Kasasi -Buku register ter t"’i d
pada register -ATK regci:t:r paca
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita v
Pengganti untuk
rpnefgr?t?a?'luan Ej -Formulir surat
27 kepada Pemohon 'tmtg{als 1Jam |Surat Tugas
dan Termohon 3
untuk
melaksanakan
Inzage
-Mengeluarkan
biaya
: v -Buku Jurnal
?:;ggzntahuan E:I Keuangan Perkara Biaya
_Menginput biaya -Buku Kas Bantu pemberitahua
28 P 2 -SIPP 1Jam dah
pemberitahuan U
pada SIPP dan -Surat Tugas terinput dan
mencatat pada Jurusitaf Jurusita tercatat
Buku Jurnal Pengganti
Keuangan
Melakukan Remberitahu
pemberitahuan v -gulrat gas an
29 | pelaksanaan Inzage : eagz iah 3 Hari | pelaksanaan
kepada Pemohon e inzage sudah
dan Termohon Inzage dilaksanakan
-Relaas
Pemohon dan v :
3 | Eemehon C il & ?:it:ksanaan
melaksanakan ATKg Hari I
Inzage 3 eade
-Bekas
-Menyusun berkas -Berkas perkara peakira
permohonan Kasasi -Relaas f:rsisun
-Menyiapkan pemberitahuan dengan baik
dokumen elektronik h 4 dan penyerahan Dokimen
31 | Bundel B r'l‘ Tk memori dan 23am | rronik
-Membuat konsep kontra memori bundel B
surat pengantar -Akta permohonan sudah
pengiriman berkas Kasasi tersedia
Kasasi -ATK -Konsep surat
pengantar
-Berkas
permohonan
Kasasi sudah
-Berkas -llgzlgﬁfn%n
permohonzn elektronik
-Meneliti dan Kasasi Bundel B
memberi paraf -Dokumen sudah sesuai
3 konsep akta elektronik Bundel 13am |-Sudah
permohonan Kasasi B dilakukan
-Memeriksa berkas -Konsep surat paraf
permohonan Kasasi Ya pengantar terhadap
pengiriman surat
berkas Kasasd pengantar
pengiriman
berkas
Kasasi
v
Ej Konsep surat S
Menandatangani -pengafltar pengantar
13 surat pengantar pengiriman 1 Jam pengiriman
pengiriman berkas berkas Kasasi bgrkas sudah
Kasasi ATK di
tandatangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP
MEJA III KASIR 1S/ 1sp PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
-Data pemohon
dan termohon
Kasasi
Melakukan
pembayaran biaya -Ea:;perkara Tk Pemb
54 | Proses perkara Te ma -Pembayaran
o -Tanggal 1 Jam sa._Jdah
menggunakan permo:orll(an dilakukan
virtual account :I?:;t :muaT
-Direktori Putusan
-Komputer
-Dokumen
elektonik
Bundel B dan
y surat
:I -Dokumen pengantar
Melakukan unggai? elektronik bundel sudah
35 dokumen elektronik B 1 Jam terunggah
Bundel B dan surat -Surat pengantar pada
pengantar -SIPP Direktori
-Direktori Putusan Putusan
maupun
SIPP
-Barcode
pengiriman
-Berkas
A 4 hi
Melakukan pemonanan .
5 |p engiriman berkas E l Kasasi (Bundel A Berkas Kasasi
kasasi yang telah dan B) 1 Jam |sudah
diberi barcode g:::zd p;angantar terkirim
-ATK
Tanggal dan
nomor
Melakukan input A -Surat pengantar pengiriman
tanggal dan nomor | tl pengiriman berkas Kasasi
37 pengiriman berkas berkas Kasasi 13 sudah
Kasasi pada SIPP _SIPP M | terinput pada
dan mencatat pada -Komputer SIPP serta
register -ATK sudah
tercatat pada
register
. Berkas
M
38 I:enesrili::ﬁbemas Ej -Berkas perkara 1 perkara
kasasi Jam |\ asasi sudah
Mahkamah Agung diterima
" Data putusan
M
daetI: l:)":ﬁgzpm -Berkas kasasi Kasasi sudah
Kasasi pada SIPP -SIPP terinput pada
39 serta melakukan -Register 1Jam |SIPP dan
-Komputer sudah
f :;;g;?tan ety -ATK tercatat pada
register
Menugaskan
Jurusita/ Jurusita %
Pengganti untuk Ej FormiliEsarst
40 melakul-_(an tugas 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan ATK
putusan Kasasi i
kepada Pemohon
dan Termohon
-Mengeluarkan s -PNBP disetor
biaya -Buku ekspedisi tepat waktu
: penyetoran PNBP/
pemberitahuan v -Tanda
Hican Kasasl Buku Induk HHK teitraa
-ﬁlinyetor PNBP E:I -E::g;uamna:‘erkara penyetoran
41 |-Menginput biaya Bkt e g | 13am | -PNBP dan
pemberitahuan dan cIpp biaya
PNBP pada SIPP _Surat Tinas pemberitahu
dan mencatat pada Jurusita ,r‘gJun.lsir.a an sudah
Buku Jurnal Derdaant terinput dan
Keuangan 99 tercatat
Melaksa_nakan v -Surat tugas
pemberitahuan -Relaas Reas
42 |putusan Kasasi I::I pemberitahuan 3 Hari | pemberitahua
kepada Pemohon utusan n putusan
dan Termohon p
||
Mengin?ut tanggal _Relaas Tanggal
psg‘;’:ztzz'::; pemberitahuan pemberitahua
43 |P putusan 1Jam |n putusan
pada SIPP dan _SIPP sudah
mencatat pada -Komputer terinput dan

register




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA 111 KASIR 15/ ISP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU| OUTPUT
tercatat pada
register
Menyerahkan BA
berkas perkara g:;;l ;)terkara penyerahan
44 |Yang sudah BHT ke -kelen Kapan Ihari |Derkas
Panitera Muda be rkai p;!(a - perkara ke
Hukum untuk Buku ekpse pedisi Panitera
diarsipkan ) Muda Hukum




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1484/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
DEKA DIANA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS 1I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERMOHONAN KONSIGNASI
Kabupaten Sarolangun (PENGADAAN TANAH)
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

tentang

Meterai.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk

Kepentingan Umum.

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

untuk Kepentingan umum sebagaimana telah beberapa

kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden  Nomor 71 Tahun 2012  tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Untuk Kepentingan Umum.

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2016 tentang tata Cara Pengajuan Keberatan dan
Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2016 tentang tata Cara
Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke
Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

13. Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung ~ Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum  Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Keuangan Perkara

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan

berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Strata 2
3. Stratal
4.  SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

B b

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | orep |MEJAII| KASIR s | venn | o | PP [makiM| ken | PERSYEROTAN/ | waktu|  outeut KET
Menerima Tidak -Surat
e (C ) e
1 -Uang titipan ganti | 1 Jam Su:rant honian
kerugian PEORO!
-ATK
- Checklist
Meneliti v -Surat
kelengk
e - by s
2 | permohonan -Kelengkapan 1 Jam ﬁe e hoqa L
dokumen onsignasi
Ya & lengkap
- Checklist
Menghitung -SK Panjar Biaya
panjar biaya I I Perkara Jumlah panjar
3 |perkara dan -Berkas 1Jam |biaya perkara
PNBP | permohonan dikatahui
-ATK
ii;:ﬁn::%::'p ‘ -Lembar perkiraan Slip setoran
4 | biaya perkara panjar biaya 1Jam |Pamar biaya
perkara perkara dan
serta membuat
SKUM -ATK SKUM
Menerima bukti v -Slip setoran
setoran dari panjar biaya
5 BANK | perkara dari bank 1 Jam Memperoleh
-Berkas nomor perkara
permohonan
-ATK
Menginput biaya -Berkas
perkara ke v permohonan Biaya perkara
aplikasi SIPP dan I I -Slip setoran tercatat pada
6 mencatat pada panjar biaya 1Jam aplikasi SIPP
Buku Jurnal perkara dari bank @ dan Buku
Keuangan -Nomor Perkara Jurnal
-ATK Keuangan
-SIPP
Menerima dan -Berkas
menyetor PNBP permohonan
v i e
Buku ekspedisi -PNBP disetor
I penyetoran PNBP/ banat waktu
7 Buku Induk HHK | 1Jam [P0 MO0
-Buku Jurnal Tl tenma
Keuangan PEIEION
-Buku Kas Bantu
-SIFP
Mencatat Permohonan
permohonan A -ger:-(nash e tercatat pada
konsignasi dalam | | SHonona Buku Register
L Register Induk -SIPR 13am o duk dan
| -?::&Register terinput pada
aplikasi SIPP
Membuat resume -Berkas
9 berkas I | permohonan 1Jam Tersedianya
permohanan -ATK resume berkas
fe -Checklist
Menelaah dan l -Berkas
memberikan permohonan
10 pendapat | -Resume 1 Jam Pendapat
terhadap resume | -Pendapat Panitera Panitera
-ATK
-Checklist
Mempelajari -Berkas
permohonan y Permohonan Pendapat
1 Konsignasi dan I -Resume pendapat 13am Ketua
resume/ J Panitera Pengadilan
pendapat -ATK Negeri
Panitera -Checklist
Membuat konsep v Konsep
-Berkas
penetapan penetapan
12 perintah : I -:e;_rénohonan 1 Jam penawaran
penawaran pembayaran
Menandatangani -Berkas Penetapan
penetapan 4 permohonan sudah di
13 perintah | -Konsep 1 Jam tandatangan
penawaran | Penetapan oleh Ketua
Penawaran Pengadilan
-ATK Negeri
_Fl}::uusTtJ: e I “EEfpan Penetapan
| K Penawaran
14 pembayaran 1Jam |penunjukan
¥ Jurusita




MUTU BAKU

NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJA II| KASIR PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Melaksanakan -Berkas
penawaran dan permohonan Berita acara
membuat berita -Penetapan penawaran
{5 [acara penawaran penu['sjukan 3 Hari oleh Jurusita
Jurusita
-Penetapan
Penawaran
Pembayaran
Menerima :
16 |laporan Jurusita - Berita acara 1)am |L2POFan
penawdran penawaran
Penetapan - Berkas
Penunjukan permohonan
Hakim pada SIPP - Penetapan
Penawaran
17 Pembayaran 1 Hari Z»:fllientfpan
- Berita Acara
Penawaran
- Sipp
- ATK
Menginput dan - Berkas
mencatatkan permohonan
penetapan - Penetapan Eg:;gga n
Panitera Penawaran Pengganti dan
1B | Pengganti dan Pembayaran 1 Hari Jurusita/
Jurusita/ Jurusita - Berita Acara Jurusita
Pengganti pada Penawaran Pengganti
SIPP - SIPP
- ATK
Menetapkan hari - Berkas
sidang melalui permehonan
SIPP - Penetapan
Penawaran .
18 Pembayaran 1 Hari Eiedr;t;pan Had
- Berita acara
penawaran
- SIPP
- ATK
Pemanggilan : Relaas
19 Pemohon dan A gf:netapa n e . | panggilan
idang 2 Hari
Termohon - Relaas panggilan sudah
ditandatangani
Persidangan dan - Berkas
Penetapan Permohonan
pengesahan - Penetapan
Konsignasi penawaran - Berita acara
Pembayaran . | persidangan
20 - Berita acara G | Penetapan
penawaran Konsignasi
- Bukti-bukti
- SIPP
- ATK
Pelaksanaan - Berita acara
penitipan penitipan
21 Konsignasi sesuai - Bukti penitipan 1 Jam ';'ei"e?_li:"asl‘]k ke
g
Penetapan ke BANK pengadilan
- Uang yang akan
dititipkan
Menerima - Berkas
permohonan Konsignasi
pencairan uang - Permohonan Konsep
22 | ganti kerugian pencairan 1Jam |penetapan
oleh yang berhak - Pengantar pencairan
pencairan dari
BPN
Penetapan - Berkas
perintah Konsignasi
pencairan uang - Permohonan
ganti kerugian pencairan
- Fengariar Penetapan
3 ggrpl{catran dari 1Jam Bencalian
- Konsep
penetapan
pencairan
- ATK
Penyerahan uang - Berkas
ganti kerugian Konsignasi -Pihak yang
kepada pihak - Permohonan berhak sudah
yang berhak pencairan menerima
24 - Pengantar 1Jam | ganti kerugian *1
pencairan dari -Berita Acara
BPN Penyerahan
- Penetapan Uang Titipan

Pencairan




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

MEJAII

KASIR

PAN
MUD

PANI | JURU
TERA | SITA

PP

HAKIM

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

25

Minutasi

%

- Berkas
Konsignasi

- Permohonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

- SIPP

7 Hari

Berkas sudah
terminutasi

26

Pengarsipan

- Berkas
Konsignasi

- Berkas
Konsignasi

- Permohonan
pencairan

- Pengantar
pencairan dari
BPN

- Penetapan
Pencairan

- Berita acara
pengambilan
uang ganti
kerugian

1 Jam

Bundel
Konsignasi

27

Menyerahkan
bundel
konsignasi ke
Panitera Muda
Hukum

(-

- Bundel
Konsignasi

- Checklist
kelengkapan
berkas

- Buku ekspedisi

3 Hari

Berita acara
penyerahan ke
Panitera Muda
Hukum

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 Penyerahan dilaksanakan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS I1I
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1485/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/297
DEKA DIANA

NAMA SOP
NASIONAL

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1. Reglement of Rechtsvordering (RV).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
7. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan pendaftaran Putusan

Arbitrase tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata 3
2. Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).

2. Komputer
3.  Printer
4. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Peralatan komputer dan buku register pendaftaran Putusan Arbitrase

PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE




PAELAKSANA MUTU BAKU
STAF
NO. AKTIVIT. PETUGAS PANMUD PERSYARATAN/
A PTSP ot HukuM | PANITERA | oepiENGkAPAN | WAKTU GUTRUT
1 |Menerima Surat - Surat permohonan 1Jam |Surat a4
Permohonan Pendaftaran dan dokumen Permohonan
kelengkapannya pendaftaran
) - Putusan arbitrase sesuai dengan
Vidak nasional checklist
- Surat kuasa
- Checklist
2 | Meneliti berkas permohonan v - Surat permohonan 1Jam |Surat
pendaftaran Putusan \ dan dokumen Permohonan
Arbitrase berdasarkan Pasal kelengkapannya Pendaftaran
4 dan 5 UU Nomor 30 / - Putusan Arbitrase Putusan
Tahun 1999 - Surat kuasa Arbitrase
va - Checklist lengkap
- Buku register
pendaftaran
3 |Memungut dan menyetor - Surat Permohonan 1Jam |Tanda terima
Penerimaan Negara Bukan Pendaftaran pemungutan
Pajak (PNBP) Putusan Arbitrase PNBP
lengkap
- Tanda terima
pemungutan PNBP
4 | Menyerahkan tanda bukti Bukti Pembayaran 1Jam |- Bukti
pembayaran untuk Pembayaran
selanjutnya dicatat di dalam - Catatan pada
buku register dan lembar asli
membubuhkan catatan pada dan salinan
lembar asli putusan dan putusan
salinan putusan arbritase arbritase
5 - Akta Pendaftaran 1Jam |Akta
Menandatangani Akta L 3 Sudah Diparaf pendaftaran
Pendaftaran Putusan E] Panmud telah
Arbitrase Setelah Diparaf - Salinan Putusan ditandangani
Panmud Arbitrase
6 | Menyerahkan Akta Akta Pendaftaran 1Jam | Tanda terima
Pendaftaran dan Putusan Putusan Arbitrase dan penyerahan
Arbitrase tersebut kepada asli Putusan Arbitrase Akta
Pemochon Pendaftaran
7 |Menerima tanda terima Akta - Tanda terima dan 1Jam |Putusan
Pendaftaran Putusan [ | berkas pendaftaran arbitrase sudah
Arbitrase - Ekspedisi terdaftar dan
ditandatangani
8 |Berkas Pendaftaran Putusan 4 Berkas Pendaftaran 1Jam |Berkas
Arbitrase diarsipkan Putusan Arbitrase Pendaftaran
(@D e ot
Arbitrase
terarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

Tenggang waktu pendaftaran 30 hari sejak diputuskan oleh BANI




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1486/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
Dmﬁ

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PERMOHONAN EKSEKUSI
Komplek Perkantoran Gunung Kembang PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN
Kabupaten Sarolangun HAK TANGGUNGAN
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung R.I 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012  tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang
Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Strata 1

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer

3. Printer

4,  Aplikasi SIPP

5. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Buku Register Induk Perkara Eksekusi




NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PTSP

KASIR

MEJAII

15/15P

PANMUD

PANITERA

KPN

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OQUTPUT

KET

Menerima
pendaftaran permohonan
Eksekusi

Tidak

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

-Checklist

-ATK

1 Jam

Checklist
sudah di paraf
petugas

Memeriksa permohonan
eksekusi

« NV

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

-Checklist sudah
diparaf petugas

-ATK

3 Jam

Permohonan
Eksekusi
lengkap

Membuat resume
permohonan Eksekusi

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

-Checklist sudah

diparaf petugas
-ATK

1 Hari

Telaah
dilakukan oleh
Panmud atau
Tim yang
ditunjuk KPN
dan
dituangkan
dalam resume

Menelaah dan
memberikan pendapat
terhadap resume

Tidak

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Surat kuasa
jika ada

-Salinan
putusan

-Pemberitahuan
putusan

- Checklist sudah
diparaf petugas

-Resume
permohonan
berkas

-ATK

1 Hari

Telaah dan
pendapat
Panitera

Mempelajari permohonan
eksekusi dan berkas
perkara yang
dimohonkan Eksekusi

Ya

-Permohonan
Eksekusi
-Berkas perkara
-Resume
-Pendapat
Panitera

-ATK

1 Hari

Pendapat KPN

*1

Menghitung besarnya
panjar biaya eksekusi

-Permohonan
Eksekusi
-Berkas perkara

-Resume
-Pendapat
Panitera

-SK Penetapan
panjar

-ATK

1 Jam

Jumlah Panjar
Biaya perkara
diketahui

Membuat Surat Kuasa
Untuk Membayar (SKUM)

-Lembar
perhitungan
Panjar  Biaya
Eksekusi

-ATK

1Jam

Slip Setoran
Panjar Biaya
Eksekusi dari
Bank dan
SKUM

Menerima bukti setoran
Bank dari Pemohon

-Slip Setoran
Panjar Biaya
Eksekusi dari
Bank

-Berkas
permohonan

-ATK

1Jam

Panjar Biaya
Eksekusi
terbayar

10

Menginput kedalam SIPP
dan mencatat kedalam
Buku Jurnal Keuangan

-Berkas
permohonan

-Slip Setoran
Panjar Biaya
Perkara dari
Bank

-SIPP

1Jam

Biaya perkara
terinput pada
Aplikasi SIPP
dan tercatat
dalam Buku
Jurnal
Keuangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP KASIR | MEJAII | JS/1SP |PANMUD PANITERA KPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
-Buku Jurnal
Keuangan
ATK
11 | Menginput kedalam SIPP K) -Berkas Permohonan
dan mencatat permohonan Eksekusi
permohonan Eksekusi -Buku Register terinput dalam
dalam Register -SIPP 1Jam |SIPP dan
Permohonan Eksekusi -Buku Register tercatat dalam
I__I Permohonan buku register
Eksekusi
12 | Membuat konsep -Berkas Draft
penetapan teguran / permohonan penetapan
Aanmaning v Eksekusi teguran /
I_—I -Berkas perkara Aanmaning
-Resume 1Jam
-Pendapat
Panitera dan
KPN
-ATK
13 |Penandatangan -Berkas Penetapan *2
Penetapan teguran / permohonan Aanmaning
Aanmaning Eksekusi
-Berkasperkara
\j -Resume
-Pendapat
E Panitera dan 1 Jam
KPN
-Draft
penetapan
Aanmaning
-ATK
14 | Menginput tanggal -Penetapegn Tanggal
E;netapqn tﬁggrfn ! _ v g;r;mamng i&netapqn
inmaning kedalam - anmaning
dan mencatat dalam -register 1Jam |terinput dalam
register -ATK SIPP dan
tercatat dalam
reqister
15 |Penunjukan Jurusita / A 4 -Penetapan Jurusita /
Jurusita Pengganti Ej ,Sdg’r;mamhg i 3am i’umsita
- 'engganti
-ATK telah ditunjuk
16 |Melakukan pemanggilan -Penetapan Relaas *3
tequran [ Aanmaning i -Su:’at Tugas z:nggilan
-Relaas nmaning
panggilan yang 1lam yang sudah
belum dilaksanakan
dilaksanakan
17 |Melakukan -Berkas Perkara Konsep BA
Sidang teguran / -Berkas Aanmaning
Aanmaning permohonan
Eksekusi
Xz -Putusan
Ej -Penetapan 1 Jam
Aanmaning
-Relaas
panggilan
Aanmaning
-ATK
18 |Pembuatan BA teguran / -Berkas Perkara BA teguran /
Aanmaning -Berkas Aanmaning
permohonan yang telah
1j Eksekusi ditanda
-Putusan tangani
E -Penetapan 1Jam | panitera
Aanmaning
-Konsep BA
Aanmaning
-ATK
19 |Penandatanganan BA -BA Aanmaning BA teguran / %
teguran [ Aanmaning A yang telah Aanmaning
Ej ditandatangani | ;. |telah
Panitera ditandatangani
-ATK KPN dan
Panitera
20 |Membuat konsep -Berkas Perkara Konsep *5
penetapan Sita Eksekusi -Berkas Penetapan Sita
setelah Termohon tidak 4 permohonan Eksekusi
memenuhi Putusan Eksekusi
secara sukarela dalam -Putusan 1 Jam
waktu paling lama 8 hari -Penetapan
setelah teguran / teguran /
Aanmaning ﬁarnuwwhg
-Relaas

panggilan




NO

AKTIVITAS

MUTU BAKU

PERSYARATAN/

PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

teguran /
Aanmaning
-BA teguran /
Aanmaning
ATK

21

Memeriksa dan
Membubuhi paraf konsep
penetapan Sita Eksekusi

-Berkas Perkara
-Berkas
permohonan
eksekusi
-Putusan
-Penetapan
teguran /
Aanmaning
-Relaas
panggilan
teguran /
Aanmaning
-BA teguran /
Aanmaning
-Permohonan
Sita Eksekusi
-Draft
Penetapan Sita
Eksekusi
-ATK

1 Jam

Konsep
Penetapan Sita
Eksekusi telah
diparaf

22

Mengoreksi dan
menandatangani
penetapan sita eksekusi

-Berkas Perkara
-Berkas
permohonan
Eksekusi
-Putusan
-Penetapan
teguran /
Aanmaning
-Relaas
panggilan
teguran /
Aanmaning
-BA teguran /
Aanmaning
-ATK

1 Jam

Penetapan Sita
Eksekusi telah
ditandatangani

23

Melaksanakan Sita
Eksekusi

-Penetapan Sita
Eksekusi
-Surat Tugas
-BA Sita
Eksekusi yang
belum
dilaksanakan

1 Hari

Sita Eksekusi
telah
dilaksanakan
dan BA Sita
Eksekusi telah
ditandatangani

6

24

Membuat konsep
Penetapan Lelang

-Berkas
permohonan
Eksekusi

-Berkas perkara

-Resume

-Pendapat
Panitera dan
KPN

-BA Sita
Eksekusi

-ATK

1 Jam

Konsep
Penetapan
lelang

25

Memeriksa dan
Menandatangani
Penetapan Lelang

-Berkas Perkara
Eksekusi

-BA Sita
Eksekusi
-Draft
Penetapan
lelang

-ATK

1Jam

Penetapan
lelang

26

Menginput penetapan
lelang kedalam SIPP dan
mencatat dalam register

-Penetapan

lelang
-SIPP
-Register
-ATK

1 Jam

Penetapan
lelang telah
diinput dalam
SIPP dan
dicatat dalam
register

27

Mengajukan permohonan
lelang

-Penetapan
lelang
-ATK

1 Jam

28

Menunjuk pejabat penilai
public untuk menentukan
harga limit

-Berkas perkara
Eksekusi

-BA Sita
Eksekusi

1 Jam

Konsep harga
limit

=7




PELAKSANA

MUTU BAKU

NO AKTIVITAS

PTSP KASIR | MEJAII

JSfISP |PANMUD

PANITERA

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

29 |Menandatangani

penetapan Harga Limit

-Berkas perkara
Eksekusi

-BA Sita
Eksekusi

-Penetapan
Lelang

-NJOP, hasil
taksiran
appraiser

-Konsep harga
limit yang telah
diparaf

-ATK

1 Jam

Harga limit di
tetapkan

*8

30 |Pengiriman berkas Lelang
dan permintaan jadwal

lelang kekantor KPKNL

-Salinan
putusan /
salinan
sertifikat hak
tanggungan

-Penetapan dan
BA Aanmaning

-Penetapan dan
BA Sita
Eksekusi

-Tanda bukti
hak jika ada

-Penetapan
harga limit

-Surat
keterangan
Panitera jika
tidak ada tanda
bukti hak

2 Jam

Terkirim
berkas lelang
dan
permintaan
jadwal lelang
ke KPKNL

31 | Pengumuman Jadwal

Lelang dimedia massa

-Surat kabar
-Papan
pengumuman
Pengadilan

30 Hari

Terbit
pengumuman
disurat kabar

*9

32 |Pelaksanaan Lelang

-Daftar hadir
peserta lelang
-Daftar hadir
petugas KPKLN
-Penetapan
lelang
-Penetapan
Harga limit
-Bukti
pengumuman
-ATK

2 Jam

Risalah Lelang

33 |Menerima dokumen dan
hasil lelang serta
menyerahkan hasil lelang
kepada pemohon

eksekusi

-bukti transfer
lelang dari
KPKLN

-Konsep BA
penyerahan
uang

-Risalah lelang

-Buku Ekspedisi

-ATK

1 Jam

Tanda terima /
BA penyerahan
uang

35 |Menginput data

pelaksanaan Eksekusi
pada SIPP dan mencatat
dalam register

-Berkas perkara
-Berkas
permohonan
Eksekusi
-Berkas
pelaksanaan
eksekusi

-BA penyerahan
hasil lelang
-Risalah lelang
-SIpp

-Buku register
-ATK

1 Jam

Data
pelaksanaan
Eksekusi
terinput dalam
SIPP dan
tercatat dalam
register

36 |Menyerahkan berkas ke v
Panmud hukum untuk

diarsipkan

-Berkas perkara
lengkap
-Buku ekspedisi

1Jam

BA penyerahan
berkas

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1  Untuk perkara sifatnya sederhana/ mudah
2 Setelah dikoreksi dan paraf panitera
e Disesuai kan dengan radius

*4  Apabila dalam tenggang waktu 8 hari Termohon tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela akan dilakukan sita Eksekusi

*5  Jika belum ada Sita Jaminan atau terhadap eksekusi hak Jaminan

*6  Jika yang disita berupa barang tetap (tanah) segera didaftar kan ke BPN
*7: Harga limit di dasarkan pada NJOP dan Harga Pasar (yang dinilai oleh apraiser)

*8 Harga limit yang ditetap kan dari nilai NJOP dan Harga Pasar dibagi 2 (dua)




*9 2 kali pengumuman selama 30 hari untuk benda tetap dan benda bergerak 6 hari 1 kali pengumuman



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II

Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1487/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/;J/
DEJ
NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN
BANDING PERDATA UMUM

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

3

10.

11,

12.

13.

14.

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang MNomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIIT/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMA/SK/X11/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan
Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas banding akan
terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

by M

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer

3. Printer

4. Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP

2. Buku Register Induk Perkara Gugatan
3. Buku Register Banding

4,  Buku Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KET
PTSP STAF | 1S/JSP | PANMUD | PANITERA | HERSTRRRTAN /| wakTu OUTPUT
1 |Menerima dan - Buku Register Diterimanya
memeriksa - Berkas Perkara permohonan
permohonan Tidak - ATK pencabutan
pencabutan ( _}1 - Komputer banding dari
banding, Jika - Surat permohonan pemohon
banding elektronik 1 Jam
maka petugas
PTSP melakukan
unduh Surat
Permohonan dari
aplikasi eCourt
2 |Meneliti - Permohonan Persyaratan
persyaratan \ - Surat kuasa jika permohonan
permohonan ada 1Jam |pencabutan
pencabutan - SIPP banding lengkap
banding
3 |Membuat konsep - Akta Banding Konsep Akta
akta pencabutan - ATK pencabutan
pernyataan - permohonan 1Jam |pernyataan
banding pencabutan banding
banding lengkap
4 [Meneliti dan - Akta Banding Konsep Akta
membubuhkan ¥ - ATK pencabutan
paraf pada konsep E'j - Konsep Akta LJam |Pemyataan
akta pencabutan pencabutan banding sudah
pernyataan pernyataan diparaf
banding banding
5 |Penandatanganan Konsep Akta Akta pencabutan
Akta Pencabutan & pencabutan pernyataan
Banding pernyataan banding 1Jam |banding yang *1
sudah diparaf sudah
ditandatangani
6 |Menginput - Akta Pencabutan
pencabutan h 4 Pernyataan Data terinput
Banding kedalam | | Pemohonan Kasasi {35 kedalam SIPP dan
SIPP dan mencatat - SIPP tercatat pada
dalam Register - Register Register
- ATK
7 | Melaksanakan - Akta Pencabutan
pemberitahuan Pemohonan Termohon Banding
pencabutan Y Banding telah menerima
permohonan I::I - Relaas 6 Jam pemberitahuan
Banding Pemberitahuan pencabutan
Pencabutan permohonan
Pernyataan Banding
Banding
8 |Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah - Relaas pemb%ritahuan
::ililabseritahuan I:"j Pemb‘g“ah”a“ 0 ﬁ:n:aohlg::n
pencabutan gg:;?n Wdn am Banding tercatat
permohonan - SIpp 9 dan relaas
Banding pada SIPP terunggah pada
SIPP
9 |Mencatat tanggal - Relaas
pemberitahuan Pemberitahuan Pencabutan
pencabutan Pencabutan permohonan
permohonan Yy Pernyataan Banding tercatat
Banding pada E:I Banding 1Jam |pada Register
Register Induk - Register Induk Induk Perkara
Perkara Gugatan Perkara Gugatan Guagatan dan
dan Register - Register Banding Register Banding
Banding - ATK
10 |Pengiriman Akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
Pencabutan - ATK pengiriman
Banding ke - Akta pencabutan
Pengadilan Tinggi E"j pernyataan 1 Jam +2
banding yang
sudah
ditandatangani
11 | Menginput akta v - Akta pencabutan Data terinput
pencabutan pernyataan kedalam SIPP dan
pernyataan E|:I banding tercatat kedalam
banding kedalam - SIPP 1Jam register
SIPP dan - eCourt
Mencatat dalam - Register
Register [ ] - ATK




PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN / KET
PTSP STAF J15/1sP PANMUD | PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
12 | Mengarsipkan Berkas perkara 1Jam | Arsip tersimpan
berkas perkara banding
banding
KETERANGAN

*1

Dalam hal Banding secara elektronik penandatanganan akta pencabutan hanya ditandatangani secara elektronik oleh Panitera, Dalam hal Banding

dilaksanakan secara manual maka penandatanganan akta pencabutan pernyataan banding ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera
¥, ‘a

Dalam hal Permohonan Banding secara manual sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim melalui Kantor
Pos

Dala.am hal Permohonan Banding secara elektronik sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi maka pengiriman akta pencabutan banding dikirim secara elektronik.
Dalam hal Berkas Perkara Banding belum dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Akta Pencabutan cukup dilampirkan dalam berkas perkara tersebut.




NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1488/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI 4
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/A"/
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DEKA DIANA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PERDATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Momor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMAJSK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum MNomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas kasasi akan
terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata 2
2. Strata1l
3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

W

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata
Register Kasasi Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

ol i




PELAKSANA MUTU BAKU
o AKTEVIZAS PSP | MEJAII | JS/JSP | PANMUD | PANITERA | PERSYRRIFTENS WAKTU OUTPUT WER

1 |Menerima dan Tidak - Surat Permohonan
memeriksa ( )% ! Pencabutan
permohonan — Permohonan Kasasi Diteri

4 iterimanya
pencabutan - Surat Persetujuan FriGhaRan
permohonan Kasasi dari Prinsipal / Surat pe

pencabutan
Kuasa yang sudah 1 Jam
permohonan
secara khusus untuk e
Kasasi dari
pencabutan Pemohon
- Register Induk
- Berkas Perkara
- ATK

2 MenEhE persyaratan 4 - gu;lat ge;;;ohnnan Persyaratan
permohonan | | encabu ) permohonan
pencabutan Permohonan Kasasi 1 Jam i

) S terpenuhi / tidak
permohonan Kasasi Ya - Surat Kuasa jika ada L
SIPP terpenuhi
[ &

3 | Membuat konsep Akta - Surat Permohonan Konsep Akta
Pencabutan Pencabutan ) 1 Jam Pencabutan
Pernyataan Permohonan Kasasi Pernyataan
Pemohonan Kasasi 1 - ATK Pemohonan Kasasi

il il If:l - Konsep Akta oyl
Pencabutan ::nmc::;t:: Kasasi 1 Jam Pernyataan
Pernyataan ) - ATK Pemoho_nan Kasasi
Pemohonan Kasasi sudah diparaf

5 | Menandatangani Akta Konsep Akta
Pencabutan Pencabutan Akta Pencabutan
Pernyataan Pernyataan 1Jam Pernyataan
Pemohonan Kasasi Pemohonan Kasasi Pemohonan Kasasi
bersama Pemohon sudah diparaf

6 |Mengirim Akta v - Buku ekspedisi
Pencabutan - ATK
Pernyataan I:j - Akta Pencabutan 13am Tanda bukti *
Pemohonan Kasasi ke Pernyataan pengiriman
Kepaniteraan MA Pemohonan Kasasi

sudah ditandatangani

7 | Menginput - Akta Pencabutan
pencabutan v Pernyataan Data terinput
pernyataan Kasasi Pemohonan Kasasi 1 Jam kedalam SIPP dan
kedalam SIPP dan - SIpP tercatat pada
mencatat dalam - Register Register
Register - ATK

8 |Melaksanakan v - Akta Pencabutan "

: Termohon Kasasi
pemberitahuan I::I Pernyataan ) Vilah AererinG
pencabutan Pemohonan Kasasi :

. . pemberitahuan
permohonan Kasasi - Relaas 6 jam
Permberitah pencabutan
EMdLridhitdn permohaonan
Pencabutan Kasasi
Pernyataan Kasasi

9 | Menginput tanggal - Tangb?:l'tah
dan mengunggah - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan | j Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1 Jam permohonan
permohonan Kasasi Pernyataan Kasasi Kasasi tercatat dan
pada SIPP - SIPP rekgasstlgr;}.mggah

pada

10 |Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitahuan Pemberitahuan permohonan
pencabutan 3 Pencabutan pernyataan Kasasi
permohonan Kasasi I:j Pernyataan Kasasi 1 Jam tercatat pada
pada Register Induk - Register Induk Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register Kasasi - Register Kasasi dan Register

- ATK Kasasi

11 |Mengkimkan Akta y - Surat Pengantar Akta Pencabutan
Rencabutan - Akta Pencabutan 1Jam Pernyataan 2
Pemyataan ; Pernyataan Pemohonan Kasasi
Pemohonan Kasasi ke Pemohonan Kasasi terkirim
Kepaniteraan MA |

12 |Mengarsipkan berkas Cb Akta Pencabutan
perkara Kasasi Pernyataan 1Jam Arsip tersimpan

Pemohonan Kasasi
KETERANGAN
*1  Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan Kasasi tidak perlu dikirim

*2  Dalam hal berkas perkara Kasasi sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan Kasasi harus dikirim ke Kepaniteraan Mahkamah Agung




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/S0OP/1489/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

\_/’7

DEKA DIANA

NAMA SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan MNegara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.
Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung MNomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakanmaka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

PR g

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer

3. Printer

4.  Aplikasi SIPP

5.

Dokumen pendukung

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP

Register Induk Perkara Gugatan
Register Banding Perdata

Buku Jurnal Keuangan Perkara

ot




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III s/ 15P PANMUD PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 | Menerima dan s - Surat Diterimanya
memeriksa (___}f' Permohonan permohonan
permohonan Pencabutan pencabutan
pencabutan Permohonan PK permohonan PK
permohonan PK - Surat dari Pemohon
Persetujuan dari
Prinsipal / Surat
Kuasa yang LJam
sudah secara
khusus untuk
pencabutan
- Register Induk
- Berkas Perkara
- ATK
2 | Meneliti persyaratan Y - Surat Persyaratan
permohonan \ Permohonan permohonan
pencabutan Pencabutan terpenuhi [ tidak
permohonan PK Ya Permohonan PK 1Jam |terpenuhi
- Surat Kuasa jika
ada
- SIPP
3 |Membuat konsep 3 - Surat Konsep Akta
Akta Pencabutan Permohonan Pencabutan
Pernyataan Pencabutan 1Jam |Pernyataan
Pemohonan PK Permohonan PK Pemohonan PK
- ATK
4 |Membubuhkan paraf Konsep Akta
pada konsep Akta Iij ‘ ﬁggﬁ:ﬁuﬂf Pencabutan
Pencabutan 1Jam |Pernyataan
Pernyataan Permyataon Pl Pemohonan PK
- ATK :
Pemohonan PK sudah diparaf
5 | Menandatangani Akta Konsep Akta Akta Pencabutan
Pencabutan L4 Pencabutan Pernyataan
Pernyataan Ej Pernyataan 1Jam |Pemohonan PK
Pemohonan PK Pemohonan PK
bersama Pemaohon sudah diparaf
6 | Mengirim Akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
Pencabutan v - ATK pengiriman
Pernyataan - Akta Pencabutan
Pemohonan PK ke Permnyataan 1 Jam *1
Kepaniteraan MA Pemchonan PK
sudah
ditandatangani
7 | Menginput - Akta Pencabutan Data terinput
pencabutan 3 Pernyataan kedalam SIPP
pernyataan PK E‘j Pemohonan PK 1 Jam dan tercatat
kedalam SIPP dan - SIPP pada Register
mencatat dalam - Register
Register - ATK
8 | Melaksanakan A4 - Akta Pencabutan Termohon PK
pemberitahuan Ej Pernyataan telah menerima
pencabutan Pemohonan PK pemberitahuan
permohonan PK - Relaas 6 Jam |pencabutan
Pemberitahuan permohaonan PK
Pencabutan
Pernyataan PK
9 | Menginput tanggal Tanggal
dan mengunggah v - Relaas pemberitahuan
relaas pemberitahuan Pemberitahuan pencabutan
pencabutan Pencabutan 1Jam |permohonan PK
permohonan PK pada Pernyataan PK tercatat dan
SIPP - SIPP relaas terunggah
pada SIPP
10 | Mencatat tanggal - Relaas Pencabutan
pemberitauan Pemberitahuan permohonan
pencabutan Yy Pencabutan pernyataan PK
permohnan PK pada Pernyataan PK s tercatat pada
Register Induk | - Register Induk Register Induk
Perkara Gugatan dan Perkara Gugatan Perkara Gugatan
Register PK - Register PK dan Register PK
- ATK
11 | Mengirimkan Akta " - Surat Pengantar Akta Pencabutan
Pencabutan - Akta Pencabutan Pernyataan
Pernyataan Parmyataan 1 Jam Pen-!o_honan PK
Pemohonan PK ke ¥ terkirim
: Pemochonan PK
Kepaniteraan MA
12 | Mengarsipkan berkas \ 4 Akta Pencabutan Arsip tersimpan
perkara PK ( ) Pernyataan 1Jam

Pemohonan PK




PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1 | a. Dalam hal berkas perkara belum dikirim ke Kepaniteraan MA, Akta Pencabutan Pernyataan PK tidak perlu dikirim.
b. Dalam hal berkas perkara PK sudah dikirim ke Kepaniteraan MA maka Akta Pencabutan Permohonan PK harus dikirim ke Kepaniteraan MA




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1490/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/;r‘/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERMOHONAN PEMBATALAN
Kabupaten Sarolangun PUTUSAN BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2.

10.

Reglement of Rechtsvordering (RV).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

tentang

:026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK{HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

ot il e

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
2.  Komputer
3.  Printer

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Buku Register Induk Perkara Gugatan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS [ pTSp [MEJA|MEJA[KASIR| PAN | 35/ | PP | PANI [HAKIM KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | oOUTPUT | KET
1I II1 MUD | ISP TERA PERLENGKAPAN

1 Menerima - Pembatalan Checklist 1
Permohonan Putusan ditanda
Pembatalan Tidak Arbitrase tangani oleh
Putusan Arbitrase - Putusan Arbitrase petugas
dalam bentuk - Surat PTSP
gugatan Pendaftaran i

Putusan Arbitrase 1jam
ke Pengadilan
Negeri
- Surat kuasa jika
ada
i - Checklist

2 |Meneliti - Surat Berkas
Permohonan X Permohonan Permohonan
Pembatalan | Pembatalan Pembatalan
Putusan Arbitrase Putusan Putusan

Arbitrase Arbitrase
v - Putusan Arbitrase lengkap
8 - Surat 15
Pendaftaran jam
Putusan Arbitrase
ke Pengadilan
Negeri
- Surat kuasa jika
ada
- Checklist
3 |Menghitung panjar 4 - SK Biaya Panjar Jumlah
biaya perkara perkara Panjar Biaya

- Surat perkara
Permohonan diketahui
Keberatan g
Terhadap L
Putusan BADAN
ARBITRASE yang
sudah lengkap

- ATK

4 [Memberikan Slip - Lembar 1jam | Slip Setoran
Setoran Panjar perhitungan Panjar Biaya
Biaya Perkara Panjar Biaya Perkara dari
yang harus y Perkara Bank
dibayar ke Bank - ATK
serta membuat
Surat Kuasa Untuk
Membayar (SKUM)

5 |Menerima bukti - Slip Setoran Permohon an
setoran Bank dari Panjar Biaya Keberatan
Penggugat dan Perkara Dari Terhadap
membukukan Bank Putusan Badan
panjar biaya - Surat Arbitrase telah
perkara ke SIPP h 4 Permohonan terdaftar dan
dan mencatat Pembatalan mempero leh
kedalam buku Terhadap nomor perkara
jurnal keuangan Putusan Badan 1 jam
perkara dan Kas Arbitrase Yang
Bantu Sudah Lengkap

- SIPP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

6 |Memungut dan - Permohonan Tanda terima
menyetor Keberatan penyetoran
Penerimaan Terhadap PNBP
Negara Bukan Putusan Badan
Pajak (PNBP) X Arbitrase telah

terdaftar dan
memperoleh
nomor perkara
- Buku ekspedisi
penyetoran
PNBP/Buku Induk| 1 jam

HHK

- Buku Jumnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS  [pTSP | MEJA | MEJA [KASIR| PAN | JS/ | PP | PANI [HAKIM KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
11 111 MUD | ISP TERA PERLENGKAPAN

7 | Menginput data - Aplikasi SIPP Data
perkara kedalam - Berkas perkara perkara
SIPP dan Permohonan terinput dan
mencatat perkara Keberatan tercatat di
ke Buku Register Terhadap SIPP dan
Induk Putusan Badan 1i buku

Arbitrase Jam register
. Buku  Register

Permohonan

Keberatan

Terhadap

Putusan BANI .

8 Menyusun L SIPP 1 jam Berkas
kelengkapan A - Berkas perkara perkara
berkas perkara L SKUM tersusun

+ Formulir beserta
- ATK kelengkapan
+ Sampul berkas nya

9 |Penetapan v | SIPP 3 hari Penetapan
penunjukan L Berkas perkara penunjukan
Majelis Hakim ATK majelis
melalui SIPP Hakim.

10 |Menunjuk Panitera l | Berkas perkara 3 hari Penunjukan PP
Pengganti dan L SIPP tecatat
Jurusita/ Jurusita L ATK kedalam SIPP
Pengganti melalui
SIPP

12 |Mencatat tanggal I Berkas perkara Perkara
dan nomor L SIPP tercatat ke
penetapan Majelis 4 I Register dalam
Hakim, L ATK register
Penunjukan PP 1jam | induk
dan JS/JSP
kedalam register
Induk perkara
perdata

13 |Menyerahkan " - berkas perkarg Tanda terima
berkas perkara lengkap 1 penyerahan
pada Majelis L buku ekspedisi 1M berkas
Hakim

14 |Menetapkan hari ¢ Berkas perkara Penetapan
sidang melalui SIPP Hari Sidang
SIPP - ATK 3 hari

15 |Menerima L Berkas perkara Tanda terima
berkas perkara Y L Penetapan Har penyerahan
dari Majelis Hakim Sidang 1jam |berkas
yang telah L Buku ekspedisi
ditetapkan | SIPP

16 |Mencatat Buku register Penetapan
penetapan hari SIPP hari sidang
sidang kedalam ATK 1jam telah tercatat
buku register ke dalam SIPP
induk dan Buku

register induk

17 | Menerima -salinan Konsep Relaas
penetapan hari Permohonan panggilan yang
sidang dan Keberatan siap
membuat relaas Terhadap Putusa 1 jam dilaksanakan
panggilan kepada Badan Arbitrase
para pihak -penetapan ha

sidang
-Buku Ekspedisi

18 |Menyampaikan L salinan Relaas
relaas panggilan Permohonan panggilan yang
kepada para pihak v Keberatan telah

Terhadap Putusan dilaksanakan
Badan Arbitrase
I relaas panggilan
yang belum ;
dijalankan Zharl
L surat tugas




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS | pTSP | MEJA | MEJA [KASIR| PAN | 35/ | PP [ PANI [HAKIM KPN | PERSYARATAN/ | WAKTU | OUTPUT | KET
II II1 MUD | ISP TERA PERLENGKAPAN
19 [Menggunggah | Relaas panggilan | 1jam Tanda terima
relaas panggilan yang telah penyerahan
ke SIPP dan dijalankan relaas
Menyerahkan + Buku ekspedisi
kepada Panitera
Pengganti
20 |Proses - Surat Keberatan + Court calendar] *2
Persidangan Putusan Arbitrase yang sudah
- Jawaban disepakati
¥ L Replik BA sidang
L Duplik 18 hari | Putusan
- Pembuktian - SIPP terisi
- Kesimpulan
- Putusan
- SIPP
L ATK
21 |Mencatat biaya -Putusan - Materai dan
materai dan biaya -Buku Jurnal biaya redaksi
redaksi putusan v Keuangan Perkara L Jurnal
dalam SIPP -Buku Kas Bantu 1jam ditutup
-Buku Induk
keuangan Perkara
Perdata
-SIPP
-ATK
22 | Menyerahkan -Berkas perkara ITanda terima
berkas ke Panitera | - Checklist . penyerahan
Muda untuk — kelengkapan Ljam forkas
diminutasi berkas
| -Buku ekspedisi
- Softcopy Putusan
23 |Menerima dan -Berkas perkara Berkas siap
memeriksa Y - Checklist diminutasi
kelengkapan \ kelengkapan 14 hari
berkas perkara Tidak berkas
yang akan -Buku ekspedisi
diminutasi Yia - Softcopy putusan
24 | Menyerahkan | berkas perkara BA penyerahan
berkas perkara v L Checklist i ke Panmud
yang sudah BHT kelengkapan jam
ke Panmud D berkas fiukam
Hukum untuk t Buku ekspedisi
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1  Pendaftaran keberatan dapat diterima paling lama 30 hari sejak putusan Badan Arbitrase didaftarkan ke PN
*2  a. Tenggang waktu penyelesaian perkara 30 hari sejak didaftarkan

b. Penginputan Kegiatan Persidangan pada SIPP dan mencatat pada register




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1491/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/}..:-'//
DEKA DIANA
NAMA SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN
TERHADAP PUTUSAN BPSK

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

10.

11.

12

13.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1?86 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006
tentang Tate Cara Pengajuan Keberatan terhadapa
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
:026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 2
2. Stratal

3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. Alat tulis kantor (ATK).
2.  Komputer
3. Printer

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Buku Register Induk Perkara Gugatan




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas [petugas| Meja | Meja Panmud| 1S / .. _|Majeli Persyaratan/ Ket.
PTSP I I Kasir perdata| JSP PP [Panitera Haki KPN Perlengkapan Waktu | Output

1 | Menerima -Surat Permohonan | 1 jam | Checkiist 511
Permohonan C\ _ Tidak Keberatan ditanda
Keberatan _J Terhadap Putusan tangani
Terhadap BPSK oleh
Putusan BPSK -Putusan BPSK petugas
dalam -Bukti Pendaftaran PTSP
rangkap 6 (deponir) Putusan

BPSK di
Kepaniteraan
-Surat kuasa jika
ada
- Checklist

2 | Meneliti -Surat Permohonan | 1jam | Surat
Permohonan Keberatan Permohon
Keberatan J Terhadap Putusan an
Terhadap BPSK Keberatan
Putusan BPSK -Putusan BPSK Terhadap

-Surat kuasa jika Putusan
Ya ada BPSK
- Checklist lengkap

3 | Menghitung -SK Biaya Panjar 1jam | Jumlah
panjar biaya perkara Panjar
perkara v -Surat Permohonan Biaya

Ej Keberatan perkara
Terhadap Putusan diketahui
BPSK yang sudah
lengkap
-ATK

4 | Memberikan -Lembar 1jam | Slip
Slip Setoran perhitungan Panjar Setoran
Panjar Biaya v Biaya Perkara Panjar
Perkara yang l l -ATK Biaya
harus dibayar Perkara
ke Bank serta dari Bank
menbuat Surat
Kuasa Untuk
Membayar
(SKUM)

5 | Menerima -Slip Setoran Panjar | 1 jam |Permohona 2
bukti setoran Biaya Perkara Dari n Keberatan
Bank dari Bank Terhadap
Pemohon dan y -Surat Permohonan Putusan
membukukan j Keberatan BPSK telah
panjar biaya Terhadap Putusan terdaftar
perkara ke BPSK Yang Sudah dan
SIPP dan Lengkap memperole
mencatat -SIPP h nomor
kedalam buku -Buku Jurnal perkara
jurnal Keuangan Perkara
keuangan -Buku Kas Bantu
perkara dan -ATK
Kas Bantu

6 | Memungut - Permohonan 1jam |Tanda
dan Keberatan terima
menyetor Terhadap Putusan penyetoran
Penerimaan BPSK telah terdaftar PNBP
Negara v dan memperoleh
Bukan Pajak I I nomor perkara
(PNBP) - Buku Ekspedisi

penyetoran
PNBP/Buku Induk
HHK
- Buku Jurnal
Keuangan Perkara
- Buku Kas Bantu

7 | Menginput v -Aplikasi SIPP 1jam | Data
data perkara -Berkas perkara perkara
kedalam SIPP E:l -Buku Register tercatat
dan Mencatat Permohonan di SIPP
perkara ke Keberatan dan buku
Buku Register Terhadap Putusan register
Induk BPSK

8 | Menyusun -SIPP 1jam | Berkas

kelengkapan -Berkas perkara perkara

berkas perkara -SKUM tersusun
-Formulir beserta
-ATK kelengka
-sampul berkas pannya




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas | PEMUO | poin | Meja . |Panmud| 3s / i Majeli Persyaratan/ Ket.
iran| IE mr | Kesit | perdatal 3sp | PP [Paniterd yoiimd KPN | periengkapan | Waktu| Output
9 | Menetapkan -SIPP 3 hari |Penetapan
penunjukan Ll/l -Berkas perkara majelis
Majelis Hakim -ATK Hakim.
melalui SIPP E‘:
10| Menunjuk I -Berkas perkara 3 hari |Penunjukan
Panitera -SIPP PP tecatat
Pengganti -ATK kedalam
dan Jurusita SIPP
melalui SIPP
12 |Mencatat -Berkas perkara 1 jam [Perkara
tanggal dan -SIPP tercatat ke
nomor -Register dalam
penetapan -ATK register
Majelis Hakim, induk
Penunjukan PP
dan JS/ISP
kedalam
register Induk
perkara perdata
13| Menyerahkan . 4 -berkas perkara 1jam |Tanda
berkas perkara lengkap terima
pada Majelis -buku ekspedisi penyerahan
Hakim 1 berkas
15| Menetapkan h J -Berkas perkara 3 hari |Penetapan
hari sidang | | _sIpP Hari Sidang
melalui SIPP -ATK
16| Menerima -Berkas perkara 1jam |Berkas
berkas -penetapan hari diterima
perkara dari sidang
Majelis Hakim -ATK
dan -Ekspedisi
menyampaika
n penetapan &
kepada
Jurusita/ISP
untuk
memanggil
Pemohon
17| Menerima -Salinan Permohonan| 7 hari  [Pemanggilar
penetapan Keberatan Terhadap sudah
hari sidang. h 4 Putusan BPSK diterima olet
Membuat dan -penetapan hari pihak
meyampaikan sidang
relaas - Buku Ekspedisi
panggilan
kepada para
pihak
18| Menyerahkan v L Relaas panggilan 1jam | Tanda
relaas yang telah terima
panggilan dijalankan penyerahar
kepada + Buku ekspedisi relaas
Panitera
Pengganti
19 | Menyerahkan v + Relaas panggilan 1jam | Tanda
relaas I I yang telah terima
panggilan dijalankan penyeraha
kepada . Buku ekspedisi n relaas
Majelis Hakim
20 | Persidangan . Surat Keberatan 21 | Court 3
Putusan BPSK hari | alendar
+ Jawaban yang sudah
v + Replik disepakati
I + Duplik | BA sidang
- Pembuktian t Putusan
+ Kesimpulan t SIPP terisi
L Putusan
+ SIPP
L ATK
21 | Penginputan + Surat Keberatan 1jam | Court
Kegiatan Putusan BPSK cafendag A
; + Jawaban yang suda
Pe:’d:;gpa" | Replik disepakati
PR v L Duplik BA sidang
I Pembuktia - Putusan
- Kesimpulan . SIPP terisi
+ Putusan
v L BA Sidang
. SIPP

- ATK




Pelaksana Mutu Baku
Petug . .
- Meja Meja . J K
No Aktivitas et.
P‘:;P it I | Kasir zz‘r‘";;‘t‘: '}2; PP [Panitera ':f:;':n KPN ::ifg’:::’;f‘ Waktu | Output
26 | Menginput -Putusan 1 jam | Materai dan
biaya materai -Buku Jurnal biaya )
dan biaya Keuangan Perkara redaksi
edaksi put -Buku Kas Bantu + Jurnal
S B i -Buku Induk ditutup
dalam SIPP I keuangan Perkara
Perdata
-SIPP
-ATK
27 | Menyerahkan -Berkas ‘perkara 1 jam | Tanda
berkas ke - Checkiist terima
Panitera ;ﬁt:%kkzmi;{f’kas penyerahan
v *
:Euc!a L:;;UK - Softcopy Putusan Detis
iminu |
28 | Menerima -Berkas perkara 14  |Berkas siap
berkas - Checklist hari | diminutasi
kelengkapan berkas
perkafa an -Buku ekspedisi
menginput - Softcopy putusan
tanggal
minutasi ke
dalam SIPP
29 | Menyerahkan - B-erkas_ perkara 3 hari |BA
berkas + Checklist penyerahan
h 4 kelengkapan berkas ke Panmud
perkara yang g e Panmui
sudah BHT (D + Buku ekspedisi Hukum
ke Panmud
Hukum untuk
diarsipkan

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Perma 01 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 3

1
2
3

Dalam hal keberatan diajukan konsumen & pelaku usaha terhadap putusan BPSK yang sama maka perkara harus didaftar dengan nomor perkara yang sama

Tenggang waktu penyelesaian perkara 21 hari sejak sidang pertama dilakukan sampai dengan putusan




NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1492/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II DEKA DIANA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA
PARTAI POLITIK
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1%
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai
Politik.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang MNomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008
tentang Partai Politik.

Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil
Pleno Rapat Kamar Mahakamah Agung Tahun 2016
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2., Strata 2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

ik L By

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP
2. Register Induk Perkara Gugatan




PELAKSANA

MUTU BAKU

NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN / | PERSYARATAN/| WAK KET
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | 15/15P PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN! TU OUTPUT

1 | Menerima Tidak - Surat gugatan | 1 jam | Cheklist
gugatan < sengketa partai ditandatang
sengketa partai politik ani oleh
politik - Putusan petugas

Mahkamah PTSP
Partai

- Surat kuasa
jika ada

- Cheklist

- ATK

2 | Meneliti gugatan - Surat gugatan | 1 jam | Persyaratan
sengketa partai sengketa partai surat
politik v politik gugatan

- Putusan sengketa
= Mahkamah partai politik
Partai terpenuhi
Ya - Surat kuasa
jika ada
- Cheklist
- ATK

3 | Menghitung - SK Biaya 1 jam |Jumlah
panjar biaya v Panjar Perkara Panjar Biaya
perkara - Surat gugatan Perkara

I::I sengketa partai diketahui
politik yang
sudah lengkap
- ATK

4 | Memberikan slip - Lembar 1jam |Slip setoran | 1
setoran panjar perhitungan panjar biaya
biaya perkara Ijj panjar biaya perkara dari
yang harus perkara Bank
dibayar ke Bank - ATK
serta membuat
Surat Kuasa
Untuk Membayar
(SKUM)

5 | Menerima bukti - Slip setoran 1 jam | Gugatan 2
setoran Bank dari panjar biaya sengketa
Penggugat dan v perkara dan partai politik
membukukan I_ _I Bank telah
panjar biaya - Surat gugatan terdaftar
perkara ke SIPP sengketa partai dan
serta mencatat politik yang memperoleh
kedalam buku sudah lengkap nomor
jurnal keuangan dengan perkara
perkara dan kas persyaratannya
bantu - SIPP

- Buku Jumal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas
Bantu

- ATK

6 |Menginput data - Berkas perkara | 1 jam | Data perkara
perkara kedalam xS - SIPP terinput
SIPP dan Ej - Buku Register dalam SIPP
mencatat data Gugatan / dan tercatat
perkara kedalam Sengketa dalam
register induk Partai Politik register

- ATK

7 | Menyusun - Berkas Perkara | 1 jam | Berkas
kelengkapan v - SKUM perkara
berkas perkara - Formulir tersusun

I—l—l - Sampul Berkas secara

- ATK lengkap

8 |Menetapkan - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
Majelis Hakim - SIPP Majelis
melalui SIPP - ATK Hakim

terinput
dalam SIPP

9 | Menunjuk - Berkas Perkara | 3 hari | Penunjukan 3
Panitera A 4 - SIPP PP terinput
Pengganti melalui | | - ATK dalam SIPP
SIPP

10 | Menunjuk - Berkas Perkara | 3 hari | Penunjukan | 4
Jurusita melalui - SIPP Jurusita
SIPP - ATK terinput

dalam SIPP

11 | Mencatat tanggal - Berkas Perkara | 1 jam | Perkara
dan nomor h 4 - SIPP tercatat
penectapan Majelis I I - Register Induk kedalam
Hakim, Penunjuka - ATK Register
PP dan 1S/1SP Induk
kedalam Register
Induk




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN/ | PERSYARATAN/| WAK KET
PTSP | MEJAII | KASIR [PANMUD | JS/ISP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT
12| Menyerahkan - Berkas Perkara | 1 jam |Tanda
berkas perkara lengkap terima
kepada Majelis - Buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas
13 |Mempelajari - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
berkas dan - SIPP Hari Sidang
menetapkan hari - ATK terinput
sidang melalui IJ_I dalam SIPP
SIPP
14 | Menerima berkas | - Berkas Perkara | 1 jam |Tanda
perkara dari - Penetapan Hari terima
Majelis Hakim v Sidang penyerahan
yang telah - Buku ekspedisi berkas
ditetapkan I:|:I - SIPP
- ATK
15 |Mencatat ' - Register Induk | 1 jam |Penetapan
penetapan hari - SIPP Hari Sidang
sidang kedalam 4 - ATK tercatat
Register Induk kedalam
Ej Register
Induk sesuai
dengan SIPP
16 [Menerima - Salinan 1 hari |Konsep
penetapan hari Gugatan relaas
sidang dan Sengketa panggilan
membuat relaas Partai Politik
panggilan kepada - Penetapan Hari
para pihak Sidang
- Buku ekspedisi
- ATK
17 [Membuat surat v - Penetapan Hari | 1 jam | Surat tugas
tugas untuk Sidang Jurusita/Juru
Jurusita/Jurusita - Konsep surat sita
Pengganti tugas Pengganti
- ATK
18 |Menyampaikan - Salinan 1 hari |Relaas
relaas panggilan L 4 Gugatan panggilan
kepada para E:I Sengketa yang telah
pihak Partai Politik dilaksanakan
- Relaas
panggilan yang
belum
dijalankan
- Surat tugas
19 |Menginput A 4 - Relaas 1 jam |Relaas
tanggal dan panggilan yang panggilan
mengunggah telah terunggah
relaas panggilan dilaksanakan dalam SIPP
ke SIPP - SIPP
20 |Menyerahkan v - Relaas 1 hari | Tanda
relaas panggilan I__I panggilan yang terima
kepada Panitera telah penyerahan
Pengganti dilaksanakan relaas
- Buku ekspedisi panggilan
21 | Persidangan - Gugatan 45 hari | - Berita 5
Sengketa Acara
Partai Politik Sidang
- Jawaban - Putusan
L 4 - Replik
| : l_:| - Duplik
- Pembuktian
- Kesimpulan
- Putusan
- SIPP
- ATK
22 | Menginput biaya -Putusan 1 jam | Materai dan
materai dan -Buku Jurnal biaya redaksi
biaya redaksi v Keuangan Jurnal
putusan dalam l Perkara ditutup
SIPP dan -Buku Kas Bantu
mencatat dalam -Buku Induk
jurnal keuangan keuangan
perkara Perkara Perdata
-SIPP
-ATK
23 | Menginput -Putusan 1 jam | Tanggal,
tanggal, amar v -Komputer amar
putusan dan e- -SIPP putusan dan
doc putusan -Direktori e-doc
pada SIPP dan Putusan putusan
Direktori ATK sudah
Putusan terinput
pada SIPP
dan Direktori
Putusan




PELAKSANA ‘ MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN /[ | PERSYARATAN/| WAK
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | 15/15P PP FERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN! TU ouTPUT
24 | Minutasi Perkara - Berkas perkara |14 hari | Berkas
lengkap perkara
- SIPP lengkap
- Register Induk telah
diminutasi
25 |Menyerahkan | - Berkas perkara | 1 jam |Berkas telah
berkas perkara lengkap yang diarsipkan
kepada Panmud telah dengan baik
Perdata diminutasi
A 4 - BAST berkas
( ) perkara
- Checkiist
kelengkapan
berkas

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Panjar biaya perkara sudah termasuk PNEP
Nomor perkara menggunakan Pdt.Sus/Parpol/Tahun/Nama PN
Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim
Bisa didelegasikan ke Panmud Perdata

1

o R B

Penginputan tanggal penundaan sidang dan jadwal-jadwal persidangan sesuai Surat Edaran Ditjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 dan Surat Ditjen Badilum Nomor 352/DJUfHM.02.3/3/2021

Pencatatan tanggal minutasi pada SIFP dan Register Induk dilakukan cleh Kepaniteraan




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/SOP/1493/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/
DEKA DIANA
NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA
KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN
KOMIS INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) [/
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan
tingkat pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak terpenuhi jangka waktu
penyelesaian perkara.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

H e

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

LR el b B e

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. SIPP
2. Register Induk Perkara Gugatan




PELAKSANA i MUTU BAKU KET
NO AKTIVITAS PANI | MAJ KPN / | PERSYARATAN/ | WAK
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | JS/JSP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OuUTPUT

1 |Menerima - Surat 1 jam | Cheklist 1
keberatan < Tidak keberatan ditandatan
keterbukaan keterbukaan gani oleh
informasi publik informasi petugas

publik PTSP
- Putusan Komisi
Informasi
Publik
- Surat kuasa
jika ada
- Cheklist
- ATK

2 | Meneliti - - Surat 1 jam | Surat
keberatan \ keberatan keberatan
keterbukaan — keterbukaan keterbukaa
informasi publik / informasi n informasi

publik publik
Ya - Surat kuasa lengkap
jika ada
- Chekiist
- ATK

3 | Menghitung - SK Biaya Panjar | 1 jam | Jumlah
panjar biaya 4 Perkara Panjar
perkara - Surat Biaya

Ej keberatan Perkara
keterbukaan diketahui
informasi
publik yang
sudah lengkap

- ATK

4 | Memberikan slip - Lembar 1 jam | Slip
setoran panjar perhitungan setoran
biaya perkara E"] panjar biaya panjar
yang harus perkara biaya
dibayar ke Bank - ATK perkara
serta membuat dari Bank
Surat Kuasa
Untuk Membayar
(SKUM)

5 |Menerima bukti - Slip setoran 1 jam | Keberatan
setoran Bank dari panjar biaya keterbukaa
Pengguusa; dan v perkara dari n informasi
membukukan Bank publik
panjar biaya E-_—I - Surat telah
perkara ke SIPP keberatan terdaftar
serta mencatat keterbukaan dan
kedalam buku informasi memperole
jurnal keuangan publik yang h nomor
perkara dan kas sudah lengkap perkara
bantu dengan

persyaratannya
- SIPP
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
- ATK

6 | Memungut dan - Keberatan 1 jam | Tanda
menyetor keterbukaan terima
penerimaan informasi penyetoran
negara bukan h 4 publik telah PNBP
pajak (PNBP) E] terdaftar dahn

memperolel
nomor perkara

- Buku ekspedisi
penyetoran
PNEP

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

7 | Menginput data h 4 - Berkas perkara | 1jam | Data 2
perkara kedalam - SIPP perkara
SIPP dan E] - Register Induk terinput
mencatat data - ATK dalam
perkara kedalam SIPP dan
register induk tercatat

dalam
register




PELAKSANA < MUTU BAKU KET

NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN/ | PERSYARATAN/ | WAK

PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | 1S/1SP PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT

8 |Menyusun - Berkas Perkara | 1 jam |Berkas
kelengkapan ':',l - SKUM perkara
berkas perkara - Formulir tersusun

Eﬁ - Sampul Berkas secara
- ATK lengkap

9 | Penyerahan - Jawaban atas | 30 Hari| Jawaban 3
jawaban atas 3 keberatan atas
keberatan oleh keberatan
Termohon Elj
kepada Panitera

10 | Menetapkan - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan
penunjukan - SIPP Majelis
Majelis Hakim - ATK Hakim
melalui SIPP terinput

dalam
| SIPP

11 | Menunjuk - Berkas Perkara | 3 hari | Penunjukan ‘4
Panitera - SIPP PP terinput
Pengganti - ATK dalam SIPP
melalui SIPP

12 |Menunjuk - Berkas Perkara | 3 hari | Penunjukan ‘5
Jurusita melalui Y - SIPP Jurusita
SIPP Ej - ATK terinput

dalam SIPP

13 | Mencatat tanggal - Berkas Perkara | 1 jam | Penetapan
dan nomor - SIPP Majelis
penetapan - Register Induk Hakim,
Majelis Hakim, - ATK Penunjukan
Penunjukan PP ¥ PP dan
dan J5/1SP Jurusita
kedalam Register E:I tercatat
Induk kedalam

Register
Induk

14 |Menyerahkan Y - Berkas Perkara | 3 hari | Tanda
berkas perkara | I lengkap terima
kepada Majelis - Buku ekspedisi penyerahan
Hakim berkas

15 | Mempelajari - Berkas Perkara | 3 hari | Penetapan ‘6
berkas dan - SIPP Hari Sidang
menetapkan hari - ATK terinput
sidang melalui A 4 dalam SIPP
SIpp [ ]

16 |Menerima berkas - Berkas Perkara | 1jam | Tanda
perkara dari - Penetapan Hari terima
Majelis Hakim Sidang penyerahan
yang telah - Buku ekspedisi berkas
ditetapkan - SIPP

- ATK

17 | Mencatat - Register Induk | 1 jam | Penetapan
penetapan hari - SIPP Hari Sidang
sidang kedalam - ATK tercatat
Register Induk v kedalam

r_l Register
Induk
sesuai
dengan
SIPP

18 | Persidangan - Keberatan 60 hari|- Court 7

keterbukaan Calendar
informasi yang
publik sudah
i - Jawaban jika disepakati
ada - Berita
I:j - Putusan dan Acara
berkas perkara Sidang
dari Komisi - Putusan
Informasi - SIPP
Publik terisi
- Pembuktian
jika ada bukti
baru
- SIPP
- ATK

19 | Menginput biaya -Putusan 1 jam | - Materai
materai dan -Buku Jurnal dan biaya
biaya redaksi 4 Keuangan redaksi
putusan dalam Perkara - Jurnal
SIPP dan E:I -Buku Kas Bantu ditutup
mencatat dalam -Buku Induk
jurnal keuangan 1 keuangan
perkara 4 Perkara Perdata

| | -SIPP

- ATK




PELAKSANA . MUTU BAKU KET
NO AKTIVITAS PANI | MAJELIS KPN [ | PERSYARATAN/ | WAK
PTSP | MEJAII | KASIR PANMUD | 15/15P PP TERA HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN| TU OUTPUT
20 | Menginput -Putusan 1 jam | Tanggal,
tanggal, amar -Komputer amar
putusan dan e- -SIPP putusan
doc putusan -Direktori dan e-doc
pada SIPP dan Putusan putusan
Direktori Putusan - ATK sudah
terinput
pada SIPP
dan
Direktori
Putusan
21 | Minutasi Perkara h 4 - Berkas perkara | 14 hari| Berkas
|_J lengkap perkara
- SIPP lengkap
- Register Induk telah
diminutasi
22 |Menyerahkan - Berkas perkara | 1 jam | Berkas
berkas ke lengkap yang perkara
Panmud Perdata i telah telah
(—__) diminutasi terarsip
- Berita Acara dengan
Sidang baik
- Checkilist
kelengkapan
berkas

Penjelasan pada Kolom Keterangan :
Pengadilan negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan cleh badan publik selain badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik

1

o ow oaw

<

selain badan publik negara

Paling lambat 14 hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (Pasal 4 Ayat (2) PERMA Nomor 2 Tahun 2011) Ada dokumen bahwa

sengketa informasi publik tersebut telah diselesaikan secara internal

Panitera meminta komisi informasi memutus perkara tersebut untuk mengirimkan salinan resmi putusan tersebut yang disengketakan serta seluruh berkas perkara 14 hari sejak keberatan

diregister di kepaniteraan pengadilan
Dalam tenggang waktu 30 hari sejak keberatan diregister Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan

Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim

Terhitung sejak penetapan Majelis Hakim
Terhitung sejak Penetapan Majelis Hakim
Tenggang waktu penyelesaian perkara 60 hari sejak Majelis Hakim ditetapkan




NOMOR S0P WS5.U9/02/S0P/1494/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/&"‘/
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II Dﬁm
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun NAMA SOP KEBERATAN PERKARA GUGATAN
SEDERHANA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering.

Reglement Tot Regeling Van Het RechtswezelN

In De Gewesten Buiten Java En Madura 3. Het
Herziene Inlandsch Reglement.

Undang-Undang MNomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang MNomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum .

Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Mahkamah Agung MNomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012  tentang  Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMAJ032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,
Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

BwWN e

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

S p Dt B

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAI I KASIR MUD | TERA s/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT

1 Menerima - Formulir - Permohona
pendaftaran Tidak keberatan n
keberatan Gugatan Keberatan
terhadap Sederhana Gugatan
putusan - Formulir memori Sederhana
gugatan keberatan dan
sederhana gugatan 1 Jam memori

sederhana keberatan
- Putusan Hakim gugatan
- Surat Kuasa (jika sederhana
ada) - Bukti
- Checklist penerimaa
- ATK n memori

2 Meneliti - Permohonan 1Jam |Berkas
kelengkapan Keberatan Keberatan
berkas Gugatan terhadap
keberatan Sederhana dan putusan

| memori Gugatan
keberatan Sederhana
qugatan lengkap
sederhana
Ya - Putusan GS

- Checklist yang
sudah diparaf

- ATK

3 |Menghitung A 4 - Berkas 1Jam |Jumlah
panjar biaya | keberatan Panjar Biaya
perkara dan Gugatan perkara
menerbitkan Sederhana diketahui
SKUM lengkap

- Putusan GS

- Checklist yang
sudah diparaf

- ATK

4 Menerima - Lembar 1Jam |- Menerima
pembayaran perhitungan bukti
panjar biaya Panjar Biaya pembayara
keberatan Perkara n

keberatan - keberatan
terhadap telah
putusan terdaftar
Gugatan dan
Sederhana memperole

- Slip setoran h nomor

3 panjar biaya perkara
‘ perkara dari yang sama

Bank dengan

- Berkas perkara
keberatan pokok
terhadap
putusan
Gugatan
Sederhana Yang
Sudah Lengkap

- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara

- Buku Kas Bantu

- ATK

5 Menginput - Berkas
E;azzgﬁ:ﬁizu Permohonan Biaya
jurnal keuangan A = Sllp_Setqran perkara
elektronik dan | il 13am |tereatat

erkara dari pada Buku
g‘le:c&_atat ::ada | Bank Jurnal
uku jurna
keuangan - gfpr:or perkara Keuangan
perkara )

6 |Memberi Nomor Y - SIPP Data perkara
Perkara pada tercatat
SIPP dan I ) gelr(l:la; pe_rslézra 1Jam |dalam
Register Induk l - p: o, ohzgr: - r register

perkara

7 Pemberitahuan 3 Hari |Relaas
keberatan dan :

- Memori
menyerah v keberatan
KA Al I ’ - Relaas
keberatan ke T pemberita
pihak termohon - huan

- ATK

- SIPP




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAI I KASIR MUD | TERA 35S/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Menerima - Kontra memori 3 hari | Bukti peneri
kontra memori maan kontra
keberatan,
8 | menginput
dalam SIPP dan
mencatat dalam | |
register ]
s Penetapan
Majelis
Penetapan v Hakim
penunjukan - SIPP :
% | Majelis Hakim e Lk
melalui SIPP |
Penetapan
Penunjukan Penunjukan
Panitera : Panitera
Pengganti -SIPP Pengganti
10 Jurusita -ATK £had dan
Pengganti I Jurusitaf
melalui SIPP Jurusita
Pengganti
Mencatat -Penunjukan
penetapan Majelis
penunjukan Hakim dan
Majelis Hakim A 4 PP serta
dan PP serta | | Resgister Jurusita/JSP
Jurusita/JSP ke i tecatat
% | dalam Buku BervasPerkara | 133M | kedalam
Register dan buku
menyerahkan register
berkas perkara -Tanda
ke Majelis terima
Hakim berkas
Menetapkan \ 4 SIPP Penetapan
12 | hari sidang | ATK 1 Hari | Hari Sidang
melalui SIPP T Pertama
Menerima
berkas perkara
dari Majelis A -Berkas perkara
Hakim dan -penetapan hari
13 menyampaikan sidang 17am Berkas
penetapan hari -ATK diterima
sidang kepada -Ekspedisi
J5/15P
Untuk panggilan
sidang
Mengeluarkan -Surat Tugas
biaya v -Konsep relaas
pemanaggilan I ] pemberitahuan Tanda
14 dan menginput -Buku Jurnal 1am |terima biaya
dalam SIPP l keuangan angailan
serta mencatat perkara pangg
pada buku -SIPP
jurnal keuangan - ATK
- SIPP
v - Salinan Gugatan
. Sederhana
Memanggil para I ] 3 . |Relaas
15 | - Penetapan Hari 3 hari g
pihak Sidang panggilan
- Relaas panggilan
- ATK
Relaas
Mengunggah L 4 -SIPP panggilan
relaas panggilan I ] -Relaas panggilan terunggah
16 dan yang telah P pada SIPP
menyerahkan dijalankan dan tanda
kepada Panitera -Buku ekspedisi terima
Pengganti -ATK penyerahan
relaas
h
I -Berkas Perkara -Court
| -Komputer Callendar
16 |Persidangan -SIPP 7 Hari |-Berita Acara
-ATK Sidang

-Putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/ KET
PTSP |[MEJAI 1 MUD | TERA JS/ ISP, PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Tanggal
|\) putusan,
Menginput amar
tanggal, amar putusan
putusan dan e- :Egtn':s?.::er serta e-doc
17 |doc putusan SIPPp 1Jam |putusan
pada SIPP dan l I G ATK sudah
Direktori i terinput
Putusan pada SIPP
dan Direktori
Putusan
Putusan
-Putusan yang yang sudah
PerandBngan belum di tanda ditanda
18 |Majelis Hakim Yy tangani 1 Jam tange[ni oleh
dan Panitera I I -Komputer Majelis
. [ -SIPP Hakim dan
Renggant -ATK Panitera
Pengganti
-Berkas Perkara Berkas
Y -SIPP Eid5h
19 |Minutasi | -Checklist Thari | tasi
-Komputer dengan baik
-ATK
Mengarsipkan b -Berkas perkara Berkas
20 berkas perkara d -Checklist 3hari |perkara dan
pada Panmud kelengkapan PUtESA
Perdata berkas




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1495/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI =
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/\a)‘/
DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
Kabupaten Sarolangun PERMOHONAN SECARA ELEKTRONIK
(ECOURT)
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

3.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perfindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung  Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIUJSK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DIU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02,3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

i o

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

QBN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU -
N
NO | AKTIVITAS | prsp |Meoar|mesazz| KA | PAN | PAND |1q 35| pp | WA | woow PR AR Ay | WaKTU | outpuT
Menerima gk -Berkas Permohonan dai;nmd g
1 | Permohonan c:) secara elektronik 1 Jam A
! . tangani cleh
melalui eCourt - Checklist petugas PTSP
Meneliti e
kelengkapan . h
berkas perkara 4 Derkas bermononan Permohonan
2 secara elektronik Llam |
dan melakukan § list gkap
validasi panjar Checi
biaya perkara
-Berkas Permohonan
Memberi Nomor ‘, Y 2
secara elektronik i
Perkara pada ’ 3 Perkara ter:
3 Bukti Pembayaran 1Jam reclstrasi
SIPP dan secara elektronik eg
Register Induk | - Checklist
: -Buku ekspedisi
Menerima dan penyetoran i
menyetor v PNEP/Buku Induk f::;'::::ﬁﬁ"
4 | Penerimaan :::( — 1Jam Tanda terima
Negara Bukan -Buku Jurn Sraifi
Pajak (PNBP) Iéﬁzanf:naar’crkam ra penye
- u 5 u
-Berkas Permohonan
Mencatat biaya P -Slip Setoran Panjar Biaya perkara
5 perkara ke dalam Biaya Perkara dari 13am tercatat pada
bukuy jurnal l Bank Buku Jumal
keuangan | -gumor perkara Keuangan
[ -SIPP
Mencatat data y gt D2 parkir
-Berkas perkara tercatat dalam
§ perk.a'a pada I I -Buku Register L register
Register Perkara I i Permohonan perkara
Penetapan Y
7 Penunjukan I -SIPP 3 Hari Pengtapan
Hakim melalui -ATK Hakim
SIPP :
Penetapan
Pe;luq_tiukan: + Penunjukan
- Panitera &
Pengganti I -SIPP : Fanitera i d
8 it _ATK 3 Hari Pengganh an
“ i Jurusita/
Pengganti Jurusita
melalui S1IPP Pengganti
Mencatat -Penunjukan
i Hakim dan PP
pE,I"II:.II'I]LI n serta
Hakim dan PP L 4 -Register Jurusita/JSP
g [Sotmlonstalsh I I -Berkas Perkara 1Jam | tecatat
ke dalam Buku “ATK kel
Register dan l bku register
menyerahkan -Tanda terima
berkas perkara berkas
ke Hakim
Menetapkan hari _SIPP . Pen_eti}pan
10 | sidang melalui I ATK 3 Hari | Hari Sidang
SIPP T Pertama
Menerima berkas _l
perkara dari | -Berkas perkara
Hakim dan_ -penetapan hari
menyampaikan sidang Berd
11 | penetapan ATK 1Jam diterima
keparta -Ekspedisi
Jurusita/Jsp pec
untuk memanggil
Pemohon
Menerima +alEp
Tl
penetapan hari _Q:;: Pemanggilan
sidang dan v .| elektronik
12 p Permohonan 3 Hari sudah
memanggl | _Penetapan Hari o il
pemchon melalui Sidang erkirim.
e-Summoens | ATK
Dokumen
-Berkas Perkara elektronik,
Y -Komputer Berita Acara
-SIPP ; n
13 | Persidangan I -eCourt 13 hari Sidang dan
ATK :;WPBH /
usan
elektronik.
-Penetapan /
Penandatanganan Putusan yang Penetapan [
Penetapan / A belum di tanda Putusan yang
14 |Putusan secara I I tangani 1 jam sudah ditanda
manual oleh Hakim -Komputer tangani oleh
dan Panitera -SIPP Hakim secara
Pengganti -eCourt manual
[ -ATK
y Peneta
pan /
“+— ':":hs?:npmmpa" / Putusan sudah
Naskah Penetapan | _ . terunggah di
; Komputer 1 eCourt
15 |/ Putusan diunggah | _SIPP jam
ke eCourt '\/ TGt
-ATK




PELAKSANA MUTU BAKU s
NO AKTIVITAS KA PAN | PANI HA KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP | MEJAI |[MEJA II SIR MUD | TERA 15/ 1sP PP KIM | WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
e::i?ﬁi:’;?‘;ntara -Naskah Penetapan [
Putusan terunggah
naskah Penetapan 99
-Penetapan /
) FARUSH Putusan yan
terunggah dengan ditand t\; 9 Penetapan /
16 | Penetapan / tanda tangari 1jam  |Putusan telah
Putusan yang telah Tidak ;ecara manual terverifikasi
ditanda tangani 'S?I::}ME{
secara manual oleh i eCourt
Hakim dan Panitera Ya I ATK
Pengganti P
Menandatangani -Penetapan / Salinan
Salinan Penetapan v Putusan yang telah penetapan /
/ Putusan secara I terverifikasi putusan telah
17 | elektronik dan -Komputer 1jam |ditandatangani| *1
mengirimkan | -SIPP dan terkirim
kepada para pihak -eCourt kepada para
secara elektronik -ATK pihak
Tanggal
" putusan, amar
gelakukan input v -Penetapan / pan /
nggal, amar Putusan Dulu' S s
1g |Penctapan/ ~Komputer ljam |e-doc
putusan dan e-doc -SIPP n/
penetapan | -eCourt MFE’ U‘E;?
putusan pada SIPP -ATK terinput pada
SIpP
-Berkas Perkara Semua data
Y -SIPP pada kolom
19 | Minutasi -Checklist 14 hari | SIPP sudah
-Komputer terinput
1 o
Menyerahkan -Berkas perkara BA
p "e:‘a:u%e’ﬁagfﬁ i -Checklist Shai | Penverahan ke
yang suca € kelengkapan berkas 3 panmud
fapmue Hle -Buku ekspedisi Hukum
untuk diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

Pengucapan penetapan [ putusan elektronik, penandatanganan Salinan penetapan / putusan dan pengiriman kepada para pihak secara elektronik dilakukan pada hari dan
tanggal yang sama




NOMOR S0P W5.U9/02/50P/1496/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI

SAROLANGUN
/“J“/
. umm
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
Kabupaten Sarolangun BANTAHAN/ PERLAWANAN — MEDIASI
BERHASIL
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11

12.

13.

14,

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) [
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung MNomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIUJSK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

A Tl e

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

Pl B

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU -
MAJE
NO | AKTIVITAS | prep | mear [Mear| MEDIA | kasim | PAN | PANE 3s/35p | pp LIS HA | Ry A | WAKTU | ouTPUT
Checklist
ditanda
\ | Menerima Tidak Egrl::ij;nﬁinran { Jam |tangani
pendaftaran _Checklist oleh
petugas
PTSP
Meneliti -Dokumen Dokumen
2 | Dokumen — pendaftaran 1Jam |pendaftara
Pendaftaran - Checkiist n lengkap
y e ’ - Jumlah
Men‘ghitt‘mg I I g:;:"aa I:’]:rka:'ea RARJzE
3 | panjar biaya ] _Berkas 1Jam bla\_.;;
erkara perkara
i Bl diketahui
3 -Lembar
Membuat penghitungan
| skum | P b | 1%am |SKUM
perkara
-Slip setor dari
Menerima T 1 -kaasi SIPP Memperole
5 E:ki Zeu.” -Bukulurnal 1Jam |h nomor
Pezr;ohg: Keuangan perkara
-Buku Kas
Bantu
-Buku ekspedisi
penyetoran FNBP
3 PNBP/Buku disetor
| Induk HHK tepat
6 Menyetor -Buku Jurnal 1Jam |waktu
PNEP Keuangan Tanda
Perkara terima
-Buku Kas penyetoran
Bantu
Menginput -Berkas
biaya A4 Permohonan Biaya
perlkarril ke I -Slip Setoran perkara
aplikasi SIPP Panjar Biaya 11 tercatat
7 |dan Perkara dari 3™ | pada Buku
mencatat Bank Jurnal
dalani Suky -Nomor perkara Keuangan
Jurnal _SIPP
Keuangan
Menginput
data perkara Data
pada aplikasi I l -SIPP perkara
3 SIPP dan -Berkas perkara 1 Jam tercatat
mencatat -Buku Register dalam
pada Buku Permohonan register
Register perkara
Induk
Memeriksa
kelengkapan v
berkas I I Berkas
9 peskara -Berkas perkara | 1Jam |perkara
sebelum I lengkap
diserahkan
ke KPN/
WKPN
Penetapan
penunjukan A 4 -SIPP Penetapan
10 | Majelis || -Berkas perkara | 3 hari Majelis
Hakim [ -ATK Hakim
melalui SIPP
Penetapan
Penunjukan: v Penur!juka
Panitera SIPP n Pamterq
1 Pengganu | | -Berkas perkara | 3 hari Pengganti
Jurusita _ATK dan
Pengganti Jurusita/Ju
melalui SIPP ruSita
Pengganti
Mencatat
peneti!pan Penunjuka
penunjukan n Majelis
Ma]f.-hs Hakim dan
Hak_lm, h 4 -Register PP serta
1 |Penitera | -Berkas Perkara | 1Jam |Jurusita/JS
Pengga | -ATK P tecatat
dan kedalam
Jurusita/JSP buku
ke dalam register
Buku

Register dan




PELAKSANA MUTU BAKU iy
NO | AKTIVITAS MEDIA PAN | P MAJE | o/ | PERSYARATAN
prse | MEIAT |MEsaTr| MEDIA | kastm | PAN | PAND |3s/ase| ee LIS HA | R | wakTu | outpuT
menyerahka
n berkas
perkara ke
Hakim/
Majelis
Hakim
Penetapan
Menetapkan _SIPP ;f:;asrn:lc;ang
13 | hari sidang -Berkas perkara | 3 hari
melalui SIPP | -ATK
+Menerima
berkas
perkara dari 4 -Berkas perkara
Majelis ] -penetapan hari
Hakim sidang Berkas
1 - Menyampaik -ATK 1 Jam diterima
an -Ekspedisi
penetapan
kepada
Jurusita/JSP
Menerima
penetapan
hari sidang -SIPP
Membuat -Salinan Pemanggila
5 |dan Permohonan Ihari |7 sudah
meyampaika ] -Penetapan dilaksanak
n relaas Hari Sidang an
panggilan -ATK
kepada para
pihak
Menyerahka -Relaas Tanda
n relaas Y | panggilan yang terima
panggilan telah penyeraha
16 kepada | dijalankan L:Jam n relaas
Panitera -Buku ekspedisi
Pengganti -ATK
v -Berita
I -Berkas Perkara Acara
Sidang -Komputer . | Sidang i
7| pertama | SIPP 7hart | pertama |t
-ATK -Penetapan
Mediator
-Penetapan Laporan
i |FEEpan : Tidak Mediator 30 hari | hasil
T -ATK mediasi
Menginput |
Pelaksanaan v -Penetapan
Mediasi I Mediator Pelaksanaa
pada SIPP -Laporan hasil n mediasi
19 |dan I mediasi 1Jam |sudah
mencatat -SIPP terinput
pada -Register Induk pada SIPP
Register -ATK
Induk
Majelis -Berkas Perka_ara
hakim L 4 -Lapo_ralj hasil Konsep
20 | mempelajari ] mediasi S hari putusan )
K Kat -SIPP perdamaia
£oEpaKeian -Komputer n
perdamaian v ATK
v -Putusan
Pengucapan -:utusar;e Z‘-"dah ki
-Komputer iucapkan
21 | putusan ) _51pppu 1 Jam _Berita
perdamaian _ATK Acara
Sidang
Menginput Tanggal,
tanggal, A amar
amar [ putusan
putusan, e- -Putusan ‘|dan
doc putusan -Komputer softcopy e-
pada SIPP -SIPP doc
22 | dan Direktori -Direktori 1Jam |putusan
Putusan Putusan sudah
serta -Register Induk terinput
mencatat -ATK pada SIPP
pada '\./l dan
Register Direktori
Induk Putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS MEDIA PAN | PANI MAJE | o/ | PERSYARATAN/
PTSP | MEJAT [MEJAII| " o™ | KASIR | oo | qeoo |IS/ISP| PP 1.11(5I :A WKPN | PERLENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP sudah
23 | Minutasi -Checklist 14 hari | terminutasi
‘ | -Komputer dengan
-ATK baik
Menyerahka
n berkas
perkara (i-) -Berkas perkara BA
yang sudah -Checklist penyeraha
24 |BHT ke kelengkapan 3hari |nke
Panmud berkas Panmud
Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
Dalam hal pemberitahuan secara delegasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari

*1




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1497/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
//
DEKA DIANA
NAMA SOP PERKARA PERDATA GUGATAN/
BANTAHAN/ PERLAWANAN —
MEDIASI GAGAL

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.

2.

3.

10.

11

12.

13.

14.

15.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Mediasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata 3
2. Stata2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

NN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
MAJE
AKTIVITAS MEDIA PAN | PANI KPN/ |PERSYARATAN/
PTSP (MEJAIMEJAIL TOR KASIR mup | TERA 15/15P| PP LIKS.I:A WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
Checklist
ditanda
Menerima < Lo Eg:gg]ﬂeanran { Jam |t2ngani
pendaftaran _Checklist oleh
petugas
| PTSP
Meneliti - -Dokumen Dokumen
Dokumen pendaftaran 1Jam |pendaftara
Pendaftaran va -Checklist n lengkap
4 - Jumlah
Menghitung I I ggdr:::g:r Blarya panjar
panjar biaya T _Berkas 1 Jam bia';':i;
rkara perkara
P Permohonan diketahui
A " |-Lembar
Membuat penghitungan
SKUM ‘ panjar biaya 1lam: |SKUM
perkara
-Slip setor dari
Menerima A BANK
bukti setor | -Aplikasi SIPP 1Jam E;r:{f;roor!
Bank dari -Bukulurnal perkara
Pemohon Keuangan
-Buku Kas Bantu
-Buku ekspedisi PNBP
penyetoran disetor
b PNBP/Buku tepat
Menyetor I Induk HHK 356 waktu
PNBP -Buku Jurnal Tanda
Keuangan terima
Perkara penyetora
-Buku Kas Bantu n
Menginput _Berkas
hifya L Permohonan Biaya
per_karg ke I -Slip Setoran perkara
SRkaaSIER Panjar Biaya L3am |tercatat
dan Perkara dari | pada Buku
mEgatat Bank Jurnal
dalam Buku -Nomor perkara Keuangan
Jurnal _SIPP
Keuangan
Menginput
data perkara Y Data
pada aplikasi I I -SIPP perkara
SIPP dan -Berkas perkara 1Jam |tercatat
mencatat -Buku Register dalam
pada Buku Permohonan register
Register perkara
Induk
Memeriksa
kelengkapan v
berkas [ | Berkas
perkara -Berkas perkara 1Jam |perkara
5|_Ebelum ' lengkap
diserahkan
ke KPN/
WEKPN
Penetapan F Penetapan
Peljquukan 3 I -SIPP . P;mnsnjﬂaka
Manlts -Berkas perkara 3 Hari n Majelis
Hakim | -ATK Hakim
melalui SIPP
2 Penetapan
Penunjukan Penunjuka
; h 4 niter;
- Panitera I I _SIPP _ ;ef'naggtai S
Pengganti -Berkas perkara 3 Hari dan
- Jurusita Lol Jurusita/du
Pengganti ruSita
melalui SIPP Pengganti
Mencatat .
penetapan Penu_n}l?tka
penunjukan n M‘a]ells
Majelis NE ) Hakim dan
Hakim, I -Register PP se_rta
Penitera -Berkas Perkara 1Jam |Jurusita/JS
Pengganti [ -ATK E e;e:;t:‘t
dan
Jurusita/ISP 3 buk‘u
ke dalam l\) register
Buku i




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | pyop (mesa 1MEJATEMEPIA | kasir| PAN | PANI |55 5p) pp L?;:ii KPN/ |PERSYARATAN/ | a1y | quTPUT a
TOR MUD | TERA KIM WKPN |PERLENGKAPAN

Register dan

menyerahka

n berkas

perkara ke

Majelis

Hakim

Menetapkan -SIPP z‘:':ietapa"
13 | hari sidang -Berkas perkara 3 hari :

Jalui SIPP 1 ATK Sy
mesaluf ' Pertama
Menerima
berkas
perkara dari s -Berkas perkara
Majelis -penetapan hari
Hakim dan sidang Berkas

14 menyampaik -ATK 1-Jam diterima
an -Ekspedisi
penetapan
kepada
JurusitafJSP
Menerima
penetapan
hari sidang -SIPP
Membuat -Salinan Pemanggil
15 dan y Permchonan IHari 3" sudah
meyampaika | -Penetapan Hari dilaksanak
n relaas Sidang an
panggilan -ATK
kepada para
pihak
Menyerahka
b4
# retaa_nls I I -Relaas panggilan Tanda
E:;gg;a" yang telah terima
: | dijalankan penyeraha
16 | Fanitea -Buku ekspedisi | 1 72™ |n relaas
Pengganti
d -SIPP
an -ATK
mengungga
h ke SIPP
\ -Berita
| -Berkas Perkara gic:;ﬁg
1y |Sang | ‘Efp";p“te’ 7Hari | Pertama | *1
pertama - -Penetapa
-ATK =
Mediator
A -Penetapan Laporan
i | Pelekoanzen | Mediator o e
Mediasl -ATK mediasi
-Penetapan
. Pelaksana
Menginput ; Mediator an mediasi
Laporan -Laporan hasil
19 : e Apigs 1Jam |sudah
Hasil Mediasi i mediasi terinput
pada SIPP -SIPP
ATK pada SIPP
- Berkas Perkara Gt
Persidangan v - Laporan hasil Calendar
20 setelah | | mediasi ?4_ -Berita
mediasi - SIPP Hari S
gagal - Komputer 7
_ATK sidang
" -Putusan -Putusan
Pengucapan -Komputer -Berita
21 | tasan | SIPP Lam | pcara
| -ATK Sidang
: T |
Menginput Tanggal,
tanggal, SHiEr
amar, e-doc A 4 tusan
putusan -Putusan i
pada SIPP -Komputer putusan
dan Direktori I -SIPP
22 ; ; 1Jam [sudah
Putusan -Direktori Putusan terinput
serta -Register Induk pada SIPP
mencatat -ATK dsi
padg Direktori
Register Putusan

Induk




PELAKSANA MUTU BAKU
NO | AKTIVITAS | prop |MEJA TMEJA THMEPIA | agrp | PAN | PANI 55,56p| pp Yo Ha| KPN/ | PERSYARATAN/ | oy | outpur KET
TOR MUD | TERA / KIM WKPN | PERLENGKAPAN
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP 14 sudah
23 |Minutasi -Checklist Hari terminutas
r I -Komputer i dengan
-ATK baik
Menyerahka
n berkas
perkara (b -Berkas perkara BA
yang sudah -Checklist penyeraha
24 |BHT ke kelengkapan 3Hari [nke
Panmud berkas Panmud
Hukum -Buku ekspedisi Hukum
untuk
diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1 Dalam hal panggilan secara delegasi sidang pertama ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari




NOMOR SOP W5.U9/02/50P/1498/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
M

" DEKADIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN
Kabupaten Sarolangun SEDERHANA SECARA ELEKTRONIK (E-
COURT)
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering.

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De
Gewesten Buiten Java En Madura 3. Het Herziene
Inlandsch Reglement.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. Peraturan Mahkamah
Agung 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua  Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VITI/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri.
Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Hal: Pengawasan,

Pengendalian, Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2. Strata2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

1. Alat tulis kantor (ATK).
2. Komputer

3.  Printer

4.  Aplikasi SIPP

5.

6.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS PAN | PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP | MEJA T |MEJAII| KASIR MuD | TERA 15/ 15P| PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU OuUTPUT
Menerima Tidak -Berkas Gugatan m‘:ﬁ
Gugatan Sederhana secara 2
o Sederhana C} elektronik AJa Liq&::'sdeh
melalui e-Court - Checklist PTSP
Me!akuk_an Y -Berkas Gugatan Der¥as
verifikasi Gugatan
Sederhana secara
2 | kelengkapan dan elektronik 1Jam |Sederhana
persyaratan - Checklist lengkap
berkas perkara [
Mengeluarkan I—'—I -e-Court SKUM
3 | SKUM elektronik s .sIPP 1Jam | o lektronik
e B
panjar biaya v PNBP/Buku Induk PNBP disetor
perkara dan I HHK tepat waktu
4 |menyetor 1Jam |Tanda
; -Buku Jurnal .
Penerimaan terima
Keuangan
Negara Bukan penyetoran
Pajak (PNBP) Peskara
) -Buku Kas Bantu
Menginput biaya
perkara ke -Berkas Biava
dalam buku I Permohonan Y
. : perkara
jurnal keuangan -Slip Setoran
. P A tercatat
5 |elektronik dan Panjar Biaya 1 Jam 2da Buku
mencatat pada Perkara dari Bank "13
: urnal
buku jurnal -Nomor perkara Keuangan
keuangan -SIPP
perkara
Memberi Nomor -SIPP Bata.perkara
tercatat
Perkara pada -Berkas perkara
6 g 1Jam |dalam
SIPP dan -Buku Register ist
Register Induk Permohonan register
perkara
Penetapan Sipp Penetapan
7 |Hakim Tunggal ] - ATK 1 Hari |Hakim
melalui SIPP b Tunggal
Penetapan
Penunjukan: Y Penunjukan
Panitera I Panitera
Pengganti -SIPP . |Pengganti
B Jurusita -ATK L Fpe dan
Pengganti Jurusita/
melalui SIPP Jurusita
Pengganti
-Penunjukan
Me”‘;“" Hakim dan
o e st
gl Jurusita/JSP
] ita/JSP k -Register tecatat
g [orusha = -Berkas Perkara 1Jam | kedalam
dalam Buku
: -ATK buku
Register dan S
eqgister
menyerahkan
-Tanda
berkas perkara terima
ke Hakim berkas
Jika perkara
tidak
r :
memenuhi
Melakukan Tidak -SIPP syarat maka
10 | Pemeriksaan -Berkas Perkara 1 Hari |dibuatkan *1
Pendahuluan -ATK Penetapan
tidak
memenuhi
syarat
Penetapan tidak
memenuhi A Ya Penetapan
1 syarat untuk -Berkas Perkara 1 Hari tidak
diajukan melalui -Bukti Awal memenuhi
Gugatan syarat
Sederhana
Menetapkan hari _SIpp Penetapan
12 |sidang melalui ATK 1 Hari |Hari Sidang
SIPP Pertama
Menerima berkas
perkara dari ;
Hakim dan Berkas Id
) -penetapan hari
menyampaikan sidang Berkas
13 |penetapan ATK 1Jam diterima
kepada J5/1SP -Ekspedisi
untuk
memanggil Para
Pihak




PELAKSANA MUTU BAKU
s A s Fe e aaaraw, | waxru | ourpur
Pemanggilan
. - SIPP :
Memanggil o e Cali :Ledlgn"]omk
Penggggat - Salinan Gugatan terkirim
o sedetiae Pemang.gilan
Sunnans, - Penetapan Hari | 3hari | “TC
membuat dan I Sidang i
menyampalkgn - Relaas panggilan diterima
relaas panggilan Kepada Terguget e
kepada Tergugat] . ATK ik
Mengeluarkan -Surat Tugas
biaya . -Konsep relaas
pemapggilan dan I ge:‘gbgntahluan Tanda
menginput -ku u Jurnal 1Jam |terima biaya
dalam SIPP se I euangan panggilan
mencatat pada perkara
buku jurnal -SIPP
keuangan -ATK
Mengunggah L Re[aa§
relaas I -SIPP panggilan
panggilan -Relaas panggilan terunggah
Tergugat dan yang telah 1. 55 pada SIPP
menyerahkan dijalankan dan tanda
kepada -Buku ekspedisi terima
Panitera -ATK penyerahan
Pengganti relaas
-Persetujuan
berperkara
secara
-Berkas Perkara eleidronik
K t - Court
- S?;;pu o Callendar
Persidangan Court 14 Hari | -Berita Acara
:TK Sidang
5 -Putusan
sudah di
ucapkan
secara
elektronik
Tanggal
putusan,
itk Putusan iy
tanggal, amar -
putﬂgan dan e- -Komputer serta e-doc
doc putusan -SIPP 1Jam |putusan
pada SIPP dan -e-Court sur_jah
Direktori -ATK ;irg;msfpp
Putusan )
dan Direktori
Putusan
-Putusan yang Putusan
Fenantlangana belum di tanda yang sudah
T Ptesan Secarg tangani ditanda
mar!ual oleh -Komputer 1 Jam [tangani oleh
Halu dan -SIPP Hakim
Panitera ; -e-Court secara
Pengganti -ATK manual
e-doc
Mengunggah -Naskah Putusan putusan
na;kah ﬁtug.an —?&ﬁtltter 1 Jam f:l:;?;g t:er
a aplikasi e- - )
pc?)urt P -ATK pada aplikasi
e-Court
Melakukan
Verifikasi antara -{\Iaskah :'l:tusan
erun
tn::.rk:ghgzﬁmsa" X -Purusg?m yang
dengan Putusan \ ditanda tangani Putusan
yang telah secara manual 1jam |telah . )
ditanda tangani % -Komputer terverifikasi
secara manual -SIPP
oleh Hakim dan -e-Court
Panitera -ATK
Pengganti i
Menandatangani v Salinan
Salinan Putusan I I -Putusanyang putusan
secara elektronik T telah terverifikasi telah ditanda
dan -ROTPUEy 1jam |tangani dan
mengirimkan -SIPP terkifim
kepada para -e-Court kepada para
pihak secara -ATK pihak

elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU T
NO AKTIVITAS PAN PANI KPN/ | PERSYARATAN/
PTSP | MEJA I |MEJAII| KASIR Mup | TERA 15/ 15P| PP |HAKIM WKPN | PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
-Berkas Perkara Berkas
-SIPP sudah
22 | Minutasi -Checklist 14 hari | terminutasi
I -Komputer dengan baik
-ATK
Mengarsipkan y -Berkas perkara Berkas
- - gt
berkas perkara -Checklist F =
23 3 hari | elektronik
pada Panmud kelengkapan dan Putusan
Perdata berkas manual

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

Nilai Gugatan maksimum Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Para Pihak berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, bukan sengketa hak atas tanah




PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang
Kabupaten Sarolangun

NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1499/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI #

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

/v/
DEK!DIA4
NAMA SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR
PERKARA PERDATA

DASAR HUKUM

KETERKAITAN

1.
2.

3.

10.

11.

12

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang MNomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun
2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
613/DJU/PS.01/6/2020 Hal: Pedoman Kepatuhan
Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar Biaya
Perkara.

1. SOP Kepaniteraan Hukum
2. SOP Keuangan Perkara
3. SOP Minutasi

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Strata 2
2. Stratal
3. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

A I e

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

1. Aplikasi SIPP
2. Jurnal Keuangan Perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
KET
e REIIALAS KASIR PANMUD | PANITERA | PpTsp | PERSYARATAN/ | wakry| outeur
i i - Tidak Aplikasi SIPP
1 P_emhen?ahuan pengembalian ( }_ 1da Buku Jurnal 1Jam |Laporan x1
sisa panjar perkara
- ATK
Aplikasi SIPP Pencatatan
2 Meneliti jurnal keuangan Buku Jurnal 1 Jam pemberitahuan
perkara Perincian biaya pengembalian
Ya perkara sisa panjar
Membuat konsep surat Nominal sisa
p g . k Konsep surat
3 | pemberitahuan sisa panjar panjar perkara 1Jam pemstfcpritahuan
perkara ATK
4 Surat
? Konsep surat .
Menanc[atangam _surat ) pemberitahuan p_embentahuan
4 | pemberitahuan sisa panjar sisa panjar 1Jam |sisa panjar
perkara ATK pgrkara sudah
di tandatangan
Resi
. v pengiriman
Mengirimkan surat i <
i : [ Buku ekspedisi Bukti
5 |pemberitahuan sisa panjar E o e 1Jam 38
ATK pengiriman
perkara il
elektronik
Surat
pemberitahuan Kwitansi
6 Menyerahkan/ membayarkan sisa panjar perkara 1 Jam p'engeml'::a!ian
sisa panjar perkara KTP sisa panjar
Surat kuasa (jika perkara
ada)
Sudah tercatat
s Stpp pada SIPP dan
P Pen;atatan pengembalian sisa Jurnal Keuangan 198 |Jurnal
panjar perkara i_erré(ara Keuangan
Perkara
Kwitansi Dokumen
: v pengembalian sisa pengembalian
Pengarsupap do@men ( ) panjar perkara 1Jam atau Bukti
8 | pengembalian sisa panjar atau Bukti setor ke Kas
periana penyetoran ke Kas Negara sudah
Negara diarsipkan

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1

Maksimal 5 hari setelah minutasi




Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).

2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang MNomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan.

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan.

8. Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar Pelayanan.

11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan

12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik.

14. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
271/KMAJSK/XI1/2019 tentang Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
Secara Elektronik.

15. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di
pengadilan tingkat pertama dan Tingkat banding pada
4 (empat) Lingkungan Peradilan.

16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DIU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu
(PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1500/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
/{\P“"/
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP UPAYA HUKUM BANDING PERKARA
Komplek Perkantoran Gunung Kembang PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-
Kabupaten Sarolangun COURT) TK PERTAMA
DASAR HUKUM KETERKAITAN
1. Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) / SOP Kepaniteraan Perdata

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan cepat tidak akan
berjalan dengan baik.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

il B

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court
Dokumen pendukung

qutn hlo

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Aplikasi SIPP

Aplikasi e-Court

Buku Register Induk Perkara Gugatan
Buku Register Banding

Buku Jurnal Keuangan Perkara

S b Al P ot




PELAKSANA MUTU BAKU
NO ANTIVITAS PTSP | MEJAIII | KASIR | JS/JSP | PANMUD |PANITERA | PERSYARATAN/ |\pry| ourpur | XET
PERLENGKAPAN
Menerima - Permohonan Permohonan
1 Eelr(mohg:a; upaya % - Slgiurt 1 Jamm banding
ukum banding - e secara
] - Checklist elektronik
Memeriksa Tidak - e-Court Permohonan
2 pembayaran - Bukti 1 3am banding
permohonan pembayaran sudah
banding is - Bank dibayar
Meneliti - SIPP Permohonan
permohonan - e-Court banding
3 |banding - Checklist 1Jam |secara
Ya elektronik
lengkap
Menerima dan - Buku ekspedisi PNBP disetor
menyetor PNEP h 4 penyetoran tepat waktu
I::I PNBP/ Buku Tanda terima
4 Induk HHK 1 J3m penyetoran
- Buku Jurnal
Keuangan
Perkara
- Buku Kas Bantu
Melakukan registrasi v - Berkas Gugatan/ -Data perkara
pada aplikasi SIPP Bantahan/ tersimpan
serta mencatat ke I::I Perlawanan pada SIPP
Buku Jurnal - Bukti -Biaya
5 |Keuangan gt;.;l;bayaran 1 Jam ﬁrkat::
4 rca
pada Buku
Jurnal
Keuangan
Melakukan - SIPP Data perkara
pencocokan data h 4 - e-Court sudah sesuai
permohonan Ej - Berkas perkara antara SIPP
6 banding antara SIPP - Buku Register 2 3am dan e-Court
dan e-Court serta Induk serta tercatat
mencatat pada Buku pada Buku
Register Induk Reqgister
Induk
Membuat konsep "'_L Tidak - SIPP Konsep akta
7 | akta permohonan | I* - ATK 2 Jam |permohonan
banding ; banding
Meneliti dan - Konsep akta Konsep Akta
memberi paraf permohonan permohonan
8 |konsep akta banding 2 Jam |banding
permohonan - ATK sudah diparaf
banding Ya
Menandatangani - Konsep akta - Akta
akta permohonan permohonan permohona
banding dan banding yang n banding
melakukan unggah E‘ sudah di paraf - Softcopy
pada aplikasi e- - e-Court akta
9 |Court - ATK 1Jam | permohona
n banding
sudah di
unggah ke
aplikasi e-
Court
Menginput - SIPP Permohonan
permohonan v - e-Court banding
banding pada I::l - Buku Register sudah
10 |aplikasi SIPP dan Induk 2 Jam |terinput dan
mencatat pada Buku - Buku Register tercatat
Register Banding
- ATK
Melakukan v - e-Court Pemberitahua
pemberitahuan - SIPP n bdar;ding
banding secara . |sudal
i elektronik kepada han dilakukan
Terbanding 5?51:?: -
= I
- Menyetor PNBP v - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP penyetoran disetor
pada SIPP dan I::I PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
12 | Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Memverifikasi Y - e-Court Memgri
memori banding - SIPP ba;d;‘ng
yang diajukan oleh 2 Hari |39 ;
% Pembanding (bila diverifikasi
ada) (bila ada)




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS PERSYARATAN/ KET
PTSP MEJA III KASIR 15/ ISP PANMUD |PANITERA PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi - PNEP
- Menginput PNBP penyetoran disetor
pada SIPP dan PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
14 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Memverifikasi - e-Court - Kontra
kontra memori - SIPP memori
banding yang N . | banding
16 | Giajukan oleh - 2hari | g idah
Terbanding (bila E‘:I diverifikasi
ada) (bila ada)
Mengunggah d - Berkas perkara Bundel A
Bundel A dan B - e-Court dan B sudah
17 | yang belum - ATK 3 hari | terunggah
terunggah pada pada aplikasi
aplikasi e-Court . e-Court
Memverifikasi - Berkas perkara Bundel A dan
18 |Bundel A dan B - e-Court 2 jam |B sudah
diverifikasi
Pemberitahuan . - e-Court Pemberitahua
Inzage kepada para - SIPP n
pihak secara pelaksanaan
19 |elektronik 1Jam |inzage sudah
dilaksanakan
secara
elektronik
- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP + penyetoran disetor
pada SIPP dan Ej PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
20 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Memverifikasi 3 - e-Court Verifikasi
Inzage yang . | pelaksanaan
i dilakukan oleh Pihak e Inzage sudah
dilaksanakan
Mengirimkan biaya - e-Court Biaya
banding ke - Virtual account banding
Pengadilan Tinggi sudah
% 1Jam | verkirim ke
Pengadilan
Tinggi
Menginput biaya Y - SIPP Biaya
banding pada SIPP |__| - Buku Jurnal banding
25 |dan mencatat pada Keuangan 2 Jam |sudah
Buku Jurnal - ATK terinput dan
keuangan tercatat
Melakukan - e-Court Berkas
pengiriman berkas A - SIPP banding
banding secara I:tl sudah
2% elektronik ke 1 Jam terkirim
Pengadilan Tinggi secara
elektronik ke
Pengadilan
Tinggi
Pemberitahuan h 4 - e-Court Pemberitahua
Putusan Banding Ej - SIPP n Putusan
27 |secara elektronik 1Jam |Banding
kepada para pihak sudah
dilaksanakan
- Menyetor PNBP - Buku ekspedisi - PNBP
- Menginput PNBP penyetoran disetor
pada SIPP dan PNBP/ Buku tepat waktu
mencatat pada Induk HHK - Tanda
28 Buku Jurnal - Buku Jurnal 1Jam | terima
Keuangan Keuangan penyetoran
Perkara - PNBP sudah
- Buku Kas Bantu terinput dan
- SIPP tercatat
Mengunduh v
dokumen elektronik
menjadi backup Ej - Salinan Putusan
data dan disatukan Banding Hardcopy
29 |dengan berkas - e-Court 1Jam |berkas
perkara - ATK perkara




PELAKSANA MUTU BAKU
NG AREINITAS PTSP | MEJAIII | KASIR | JS/JSP | PANMUD |PANITERA ::gf:m:m wakru| outeur | KET
Menyerahkan berkas g
perkara yang sudah Eﬁm :;e i penyerahan
BHT ke Panitera . |berkas
L Muda Hukum untuk Elrir;gskap;gra 3 Hari perkara ke
diarsipkan perkarg Panitera
- Buku ekspedisi Muda Hukum




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1501/2022
TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF 01 September 2022
DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN
P
DEKA DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II NAMA SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
Komplek Perkantoran Gunung Kembang KEMBALI DENGAN ALASAN
Kabupaten Sarolangun KEKELIRUAN/KEKHILAFAN YANG
NYATA
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14,

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan  Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Strata3
2. Strata?2
3. Stratal
4. SMU Sederajat

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

el o e

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali




MUTU BAKU

PELAKSANA
NO AKTIVITAS JURU PANI | MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/ KET
PTSP |MEJAIII| KASIR SITA PANMUD TERA HAKIM | WKPN PERLENGKAPAN WAKTU | OUTPUT
12k - Memori PK dan
( _J‘ < Softcopy Memori
PK
: : - ATK
Menerima Memori ; ;
1| PK dan Softcopy o 1 jam |Memori PK
Memori PK - Relaas ] lengkap
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
Khusus bila ada
- Memori PK dan
‘\ Softcopy Memori
PK
Meneliti < - ATK
2 persyaratan dan / - Checklist berkas 1 Tenagang
5 jam |waktu
tenggang waktu Ya yang telah diparaf Varnariki
permohonan PK - Relaas i
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
- SK Panjar Biaya
Menghitung 3 Perkara SKUM Biaya
3 |panjar biaya E - Berkas 1jam |permohonan
perkara PK permohonan PK PK
- ATK
Y Panjar biaya
Menerima slip E:I E;'::;
ié?\r;?;t pada = 81K pan.‘_.a .

4 |buku jurnal - Jurnal Keuangan 1 jam Aplikasi SIPP
keuangan dan - Buku Kas Bantu dan Buku
menginput ke - SIPP Jurnal
SIPP Keuangan

serta Buku

Kas Bantu
Menginput - Permohanan
permohonan PK E:I - SIPP PK tercatat

5 |ke SIPP dan - ATK 1jam |pada SIPP
mencatat pada - Register Induk dan Register
register induk Induk
Membuat konsep - SIPF" Konsep Akta
Akta Permohonan v - Register Induk Permohonan

6 |PK dan Akta [::I - BUKti Setoran L PK dan
Penerimaan Bank dan SKUM Konsep Akta
Memori PK - Berkas Penerimaan

permohonan PK Memori PK
Menandatangani Akta
Akta Permohonan - Akta Permohonan Pamiohaia
PK dan Akta 3 PK
: 2 . n PK dan

7 | Penerimaan I:tl - Akta Penerimaan 1 jam Akta
Memori PK yang Memori PK DaRAREAT
telah diparaf - ATK Memori PK
Panmud Perdata
Menugaskan
Jurusita/Jurusita
Pengganti untuk Ijj ;eeTnE:B;E PR

8 |melaksanakan . SIPP 1jam |Surat Tugas | *1
pemberitahuan _ATK
dan penyerahan
memori PK
Mengeluarkan - Surat Tugas
biaya - Relaas
pemberitahuan " pemberitahuan I:}?riz bia

ya
dan penyerahan Ej dan penyerahan Relaas

9 memori PK, memori PK yang 1jam | pemberitahu
menginput dalam belum dijalankan 3 dan
SIPP serta - ATK
mencatat dalam - SIPP ﬁleenn‘;zﬁg?(n
buku jurnal - Buku jurnal
keuangan keuangan

- Relaas Relaas ]
zz:"ﬁee:;?:ﬁ;n v pemberitahuan g;rg:f‘"tahu

10 | memori PK Ej f:enmp:r?;iragin 6jam |penyerahan
kepada belum dij yand memori PK

ijalankan
Termohon PK _ATK tg;ah
dijalankan
Menginput < Relsag Tanggal_
tanggal‘ A 4 pemberitahuan pemberitahu
pemberitahuan dan penyerahan an dan

11 danmengunggah memori PK 1 jam penye@han
relaas _SIpP Memorl PK
penyerahan - ATK :ennput (:lan
Memori PK ke : erungga
SIPP, serta +Register Induk dalam SIPP,




PELAKSANA MUTU BAKU .

NO | AKTIVITAS | prp |MEsamm| kasiR | b |panmup| T ey | enr R oAu | WaKTU [ ouTPUT
mencatat dalam serta
Register Induk tercatat

dalam
Register
Induk
Kontra
Mianeiina ionis Kontra Memori PK ;1:: oK
12 i dan Softcopy 1 jam
Memori PK Kontra Memori PK fgﬂﬂt‘;‘:"y
Memori PK
- Berkas Perkara Konsep Akta
Membuat kensep - SIPP : Penerimaan

13 (fkta Petermion - Register Induk Liam vontra
Kontra Memori PK - ATK Memori PK
Menandatangani
Akta Penerimaan v P ?:;aeﬁmaan

ntra Memori PK enenimaan .

* ::ng Etlelah = I:] Kontra Memori PK 1 jam Kontra_
diparaf Panmud Memori PK
Perdata

Tanggal

Penerimaan
Menginput Kontra
tanggal ¥ - SIPP Memori PK
penerimaan R . tercatat

15 | Kontra Memori PK L] . ﬁgmr Induk 13am | bada s1pp
dalam SIPP dan dan Register
mencatat dalam Induk
Register Induk Perdata dan

Register PK

Menugaskan

Jurusita/Jurusita

Pengganti untuk v - Kontra Memori PK £
16 melaksanakan Ej - SIPP 1jam |Surat Tugas

i penyerahan - ATK

kontra memori PK

kepada Pemohon

PK

Mengeluarkan

biaya penyerahan - Surat Tugas 'tl'ar_mda bi

Kontra memori A 4 - Relaas Penyerahan ;;:;as i

17 |P¥, menginput I__l Kontra Memori PK | 1jam |5 o o0
dalam SIPP serta yang belum Y
mencatat dalam dijalankan Kontra‘
buku jurnal Memori FX
keangan

Relaas
Penyerahan : Penyerahan

i kontra memori PK b - Kontra Memori PK 6 jam Kuntra_
kepada Pemohon E - ATK Memori PK
PK telah

dijalankan

Tanggal

penyerahan
Menginput kontra
tanggal memori PK
penyerahan - SIPP tercatat
kontra memori PK v - Register Induk dalam SIPP

19 dan mengunggah Ej - ATK 1jam |dan register
relaas - Relaas Penyerahan induk serta
penyerahan ke Kontra Memori PK Relaas
SIPP, serta pemberitahu
mencatat dalam an
Register Induk terunggah

dalam SIPP
Konsep
Menyusun dan L] - Berkas Perkara Surat
membuat Surat bundel A dan . Pengantar

20 |Pengantar 1 b Lam | pengiiman
Pengiriman - ATK Berkas PK
Berkas PK ke MA

Surat
Menandatangani - Konsep Surat Pengantar
Surat Pengantar v Pengantar Pengiriman

51 |Pengiriman I l Pengiriman Berkas | 1jam |Berkas PK
Berkas PK yang PK yang sudah
sudah diparaf - ATK ditandatang
Panmud Perdata ani

Y - Dokumen Dokumen
Z‘l:kr:]g:‘r;ggah elektronik bundel elektronik
: . bundel B

2 elektronik bundel B 1 jam terunload
B dan surat - Surat pengantar eruploa
pengantar yang y?ng_telah dglakn: )
telah diberikan diberikan tanggal, direktori




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS JURU PANI | MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/

PTSP |MEJAIII| KASIR SITA PANMUD TERA HAKIM WKPN PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT
tanggal, nomor nomor dan deckumen
dan stempel pada stempel elektronik
direktori putusan - ATK MA
Menginput
tanggal dan | |
nomor surat
pengantar di . ?;ﬁzilp:rggr:a

3 .Is.fjbgsg gmum / bundel B) 1 jam Tanda Bukti
- Surat pengantar Pengiriman
Keuangan dan E:I . Barcode
mengirimkan _ATK
berkas PK yang
telah memiliki
barcode
" - Surat pengantar
Meninput tanggal pengiriman berkas
dan nomor surat PK Data telah
pengantar ke Y ) > !
SIPP dan LJ - Register Induk ) terinput di
24 Perkara Perdata 1jam |SIPP dan
men_catat pada - Register PK tercatat di
Register Induk Perdata register
Perkara Perdata _SIPP
dan Register PK . ATK
Arsip
. - Dokumen /
Arsip berkas Y ; tersimpan
25 |perkata PK di (- i'ft':’;’l'c‘t';‘ R P
simpan di arsip i darilinatia J arsip aktif di
aktif memori PK Kepaniteraa
n Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN
*1  Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata
*2  Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata
*3  Paling lambat berkas dikirim 65 hari sehak permohonan PK diterima




NOMOR SOP W5.U9/02/S0P/1502/2022

TGL. PEMBUATAN 15 Agustus 2022

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF 01 September 2022

DISAHKAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI
SAROLANGUN

.
D DIANA
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN KELAS II
Komplek Perkantoran Gunung Kembang NAMA SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN
Kabupaten Sarolangun KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA
NOVUM
DASAR HUKUM KETERKAITAN

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Het Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ) /
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan  Kesekretariatan
Pengadilan.

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VIII/2019 tentang  Petunjuk  Teknis
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP)
pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum MNomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu
Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri.

1. SOP Kepaniteraan Perdata
2. SOP Pengembalian Sisa Panjar

PERINGATAN/ CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengiriman berkas peninjauan
kembali akan terlambat.

KUALIFIKASI PELAKSANA

Strata 3
Strata 2
Strata 1
SMU Sederajat

nin o e

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

Alat tulis kantor (ATK).
Komputer

Printer

Aplikasi SIPP
Dokumen pendukung

L G I

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Register Induk Perkara Perdata Peninjauan Kembali




PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS MEJA JURU PANI |MAJELIS, KPN/ PERSYARATAN/ WAKTU OUTPUT
PTSP | "yyp |KASIR | ‘grra PANMUD tepa | HAKIM | WKPN | PERLENGKAPAN
-M i PK dan
C e Tk Softeopy Memori PK
- ATK
Menerima Memori . - Checkilist - Memori PK
PK dan Softcopy - Relaas _ am lengkap
Memori PK pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa Khusus
bila ada
- Memori PK dan
Y Softcopy Memari PK
<> - ATK
[ - Checkiist berkas yang
Meneliti persyaratan . e Tenggang waktu
telah diparaf t hi
permohonan PK Ya - Relsas erpenu
pemberitahuan
putusan
- Surat Kuasa
Menyampaikan
berkas permohonan ¥
PK yange I__I - Berkas permohonan | , ;. |Pernyataan
berdasarkan Novum - Novum terhadap Novum
untuk dilakukan
penyumpahan
Menerbitkan
Penetapan A Peneta_pan
Penunjukan Hakim I___ Koficao Perstapan Penunjukan
p pa 1Jam |Hakim untuk
untuk melakukan Penunjukan Hakim ki
penyumpahan melakuka !
terhadap penemuan penyumpahan
Novum i
Melakukan v Berita ;::ara
penyumpahan Peneta!pan ) 1 Jam 'S)L:mpa
terhadap penemuan Penunjukan Hakim enemuan
Novum e Novum
v - SK Panjar Biaya
Perkara ;
i j SKUM Biaya
Menghitung panjar I - Berkas permohonan 1 Jam
biaya perkara PK PK permohonan PK
- ATK
v Panjar biaya
M i li perkara tercatat
se‘:tn:f:r:n é|‘1-|S|;npcatat I | ) ?TK (K pada Aplikasi
kuj = TITR B angen {Jam | SIPP dan Buku
pada buku jural - Buku Kas Bantu PEL
keuangan dan _SIPP K‘;:Tangan sork
i PP
mendipstie 5 Buku Kas Bantu
i Permohonan PK
M t
Eng";?u PK ki = - Siep tercatat pada
permohonan e | I _ATK 1 Jam e
SIPP dan mencatat - Register Induk i
pada register induk — Register Induk
Membuat konsep i Register Induk Konsep Akta
Akta Permohonan ) Bk St Bank permohonan PK
PK dan Akta I | i dU SKUI\Tan & 1Jam |dan Konsep Akta
Penerimaan Memori Bzr:kas ermohonan Penen'maan
PK B P Memori PK
PK
Menandatangani Akta
Akta Permohonan - Akta Permc_:honan PK permohonan PK
PK dan Akta y - Akta Pgnenmaan 13am |dan Akt
Penerimaan Memori Ej Memori PK Penerimasn
PK yang telah - ATK Memori PK
diparaf Panmud
Menugaskan .
Jurusita/Jurusita " . Pernyataan PK
Pengganti untuk j - Memori PK
melaksanakan [: - SIPP 1Jam |Surat Tugas
pemberitahuan dan _ATK
penyerahan memori
PK
: - Surat Tugas
Mengeluarkan biaya - Relaas
pemberitahuzn dan_ pemberitahuan dan Tanda terima
penyerahan memori y penyerahan memori biaya Relaas
PK, menginput [ ] PK yang belum 1Jam |pemberitahuan
daigm SIPF eta dijalankan dan penyerahan
mencatat dalam _ATK memori PK
buku jurnal - SIPP
keuangan Buku jurnal keuangan
L - Relaas
: Relaas
Pemberitahuan dan g:nmylzerghh;:]u;l ;?ﬁ pemberitahuan
penyerahan memori | 6jam |dan penyerahan
PK kepada L PK yang belum memori PK telah
Termohon PK I\)l iq_::(!ankan dijalankan




PELIAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA JURU PANI |MAJELIS KPN/ PERSYARATAN/ KET
PSP | "I | KASIR | grra PANMUD trpa [akim | wKPN | PERLENGKAPAN | WAKTU| OUTPUT
Menginput tanggal \) - Relaas
pemberitahuan dan pemberitahuan dan Tanggal
mengunggah relaas penyerahan memori pemberitahuan
penyerahan Memori PK dan penyerahan
14 PK ke SIPP, serta - SIPP 1Jam Memori PK
mencatat dalam I - ATK terinput dan
Register Induk - Register Induk terunggah dalam
Perdata dan Perdata SIPP, serta
Register Peninjauan - Register Peninjauan tercatat dalam
Kembali Kembali Register
" A - Kontra Memori PK Kontra Memori
15 mg:qeor:‘mgxl(ontra J dan SoftcopyKontra | 1Jam |PK dan Softcopy
Memori PK Kontra Memori
PK
Membuat konsep i - g;z;kas Perkara Konsep Akta
; - SIPP Penerimaan
16 ;:ki;at Pe:‘enmala;i( - Register Induk 1l Kontra Memori
ontra Memori | L ATK PK
Menandatangani L
Akta Penerimaan . Akta Penerimaan
17 |Kontra Memori PK | | 5 le:uie;z:;:za& 1Jam |Kontra Memori
yang telah diparaf PK
Panmud Perdata
Menginput tanggal - Berkas permohonan
penerimaan Kontra y - Penetapan :
18 Memori PK dalam penunjukan Jurusita 3x24 ;l:g;a\lugcr:rr]a oleh
SIPP dan mencatat - Penetapan Jam s
dalam Register Penawaran
Induk Pembayaran
Menugaskan
Jurusita/Jurusita
Pengganti untuk h - Kontra Memori PK *2
19 | melaksanakan [: - SIPP 1Jam | Surat Tugas
penyerahan kontra - ATK
memori PK kepada
Pemohon PK
Mengeluarkan biaya
penyerahan Kontra v - Surat Tugas Tanda terima
memori PK, J - Relaas Penyerahan biaya Relaas
20 | menginput dalam Kontra Memori PK 1Jam |Penyerahan
SIPP serta mencatat yang belum Kontra Memori
dalam buku jurnal dijalankan PK
keangan
j Relaas
Penyerahan kontra . Penyerahan
21 | memori PK kepada i?.'lltra Hesmor Pk 6 jam |Kontra Memori
Pemohon PK PK telah
dijalankan
Menginput tanggal Tanggal
penyerahan kontra - SIPP penyerahan
memori PK dan \ 4 - Register Induk kontra memori
mengunggah relaas Perdata PK tercatat
2 penyerahan ke SIPP, - Register Peninjauan 1 Jam dalam SIPP dan
serta mencatat Kembali register induk
dalam Register - ATK serta Relaas
Induk Perdata dan - Relaas Penyerahan pemberitahuan
Register Peninjauan Kontra Memori PK terunggah dalam
Kembali sipp
Menyusun dan . - Berkas Perkara Konsep Surat
membuat Surat I (bundel A dan bundel Pengantar
23 |Pengantar B) 1Jam | pengiriman
ll;re:ngiri:'nan Berkas - ATK Berkas PK ke MA
Menandatangani - Konsep Surat Surat Pengantar
Surat Pengantar : Pengantar Pengiriman
24 Pengiriman Berkas I ] Pengiriman Berkas 1Jam |Berkas PK yang
PK yang sudah PK sudah
diparaf Panmud - ATK ditandatangani
Perdata
Mengunggah v - Dokumen elektronik Dokumen
dokumen elektronik bundel B elektronik
bundel B dan surat - Surat pengantar bundel B
25 pengantar yang yang telah diberikan | 1 Jam terupload dalam
telah diberikan tanggal, nomor dan direktori
tanggal, nomor dan stempel dokumen
stempel pada - ATK elektronik MA

direktori putusan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS MEJA JURU PANI |MAJELIS| KPN/ PERSYARATAN/
prsp | ME1* | KASIR| Gy PANMUD eps |'akM | wkpN | PERLENGKAPAN |WAKTU| OUTPUT
Menginput tanggal
dan nomor surat E j - Berkas perkara
pengantar di Subbag ; (bundel A dan bundel
2 Umum / TU dan & B) 13am Tanda Bukti
Keuangan dan - Surat pengantar Pengiriman
mengirimkan berkas | | - Barcode
PK yang telah - ATK
memiliki barcode
- Surat pengantar
Meninput tanggal pengiriman berkas
dan nomor surat PK
pengantar ke SIPP A - Register Induk Ea_ta t:tla; SIPp
27 |dan mencatat pada I I Perkara Perdata 1 Jam dErII‘IEi tlat d
Register Induk - Register PK Perdata ai e !
Perkara Perdata dan - SIPP register
Register PK - ATK
. Arsip tersimpan
Arsip berkas perkata (_—‘5 r %Llr:;g elektronik sebagai arsip
28 |PK di simpan di arsip - Memori dan kontra 1Jam |aktif di
aktif inson PIC Kepaniteraan
Perdata

PENJELASAN PADA KOLOM KETERANGAN

*1  Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata

*2  Dapat didelegasikan ke Panmud Pedata

*3  Paling lambat berkas dikirim 65 hari sehak permohonan PK diterima




